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EATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanawatala atas berkah dan
rahmat-Nya hingga terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPEKPD) Kabupaten Kebumen untuk 5
{lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2025 - 2029,

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menyelaraskan dengan
Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Kebumen
2025-2029. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen merupakan dolkumen perencanaan yang bersifat indikatif dan
memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan vang akan dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun
wakitu 2025-2029 melalui pelaksanaan visi dan misi serta penetapan tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan.

Kami menyadari Rencana Strategis ini masih banyak kekurangannya, meskipun
demikian kami berharap dengan Rencana Strategis ini semua kebijakan, program, dan
kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah
disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Pemenintah Kabupaten Kebumen.

Semoga Allah 5WT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran
serta keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen dalam berupava mewujudian visi dan misi tersebut.

Kebumen, |§ September 2025

en Andr Susilo, M.Si
ina Utama Muda
MNIF. 19740529 199303 1 001
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan
bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor  Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2025-2029, maka
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Perangkat Daerah berkewajiban
menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Penyusunan Renstra BPKPD
disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra
Kementerian Keuangan, Renstra BPKAD dan Renstra Bapenda Provinsi
Jawa Tengah. Renstra BPKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode S (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan
mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen melalui
tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 meliputi tahapan Persiapan, Penyusunan rancangan awal Renstra,
Penyusunan rancangan Renstra hingga pada penetapan Renstra. Bagan

Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1.Bagan Alir dan Tata Cara Tahapan Penyusunan Renstra Sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Strategis BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
(Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen) merupakan dokumen berisikan
evaluasi permasalahan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya
dan analisis masalah yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke
depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis
yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra berisikan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan selama S5 (lima) tahun kedepan. Renstra disusun
untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan
sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode
tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai
dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi,
sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Isu Stategis RPJMD 2025-2029 dan isu strategis BPKPD menjadi
acuan dalam penyusunan Renstra BPKPD sehingga terjadi sinkronisasi
antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra BPKPD. Penyusunan
rencana aksi mempertimbangkan potensi sumber daya manusia,

kemampuan keuangan daerah, peralatan yang dimiliki dan potensi lain
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yang ada di BPKPD. Dengan melihat potensi tersebut akan dapat

mengukur kemampuan tiap tahun dalam penentuan target yang akan

dicapai.

Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Strategis BPKPD adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64,);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2025 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2029, adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan
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jangka menengah yang merupakan penjabaran dokumen RPJMD

Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, juga sebagai acuan resmi untuk

penyusunan Rencana Kerja BPKPD yang memuat sasaran dan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) yang diimplementasikan kedalam program dan

kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mendorong

tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2025-

2029, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yanga

berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi. Renstra PD

merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Derah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Merumuskan gambaran pelayanan BPKPD sebagai penjabaran Visi
dan Misi Bupati Terpilih.

2. Memberikan arah, strategi dan kebijakan BPKPD berdasarkan tugas
pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3. Merumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPD sebagai bahan
perumusan IKU Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun
waktu 5 tahun.

4. Menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan selam 5

(lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029.

Sistematika Penulisan
Sistematika Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-
2029 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Berisi tentang :
a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum Penyusunan
c. Maksud dan Tujuan
d. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
BPKPD KABUPATEN KEBUMEN
Berisi tentang :
a. Subbab Gambaran Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKPD
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2. Sumber Daya BPKPD

3. Kinerja Pelayanan

4. Kelompok Sasaran Layanan
Subbab Permasalahan dan Isu Strategis BPKPD
Kabupaten Kebumen

1. Permasalahan pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen

2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang :

a. Tujuan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-

2029,

Sasaran Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-
2029,

Strategi BPKPD Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan
dan sasaran Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun
2025-2029,

Arah Kebijakan BPKPD Kabupaten Kebumen dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB ini berisi tentang :

a.
b.

C.

Uraian Program

Uraian Kegiatan

Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan
pagu indikatif

Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program
prioritas pembangunan daerah

Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Kabupaten Kebumen
Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial,

kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

terhadap  perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan

berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

2.1. Gambaran Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BPKPD Kabupaten Kebumen
A. Tugas Fungsi BPKPD Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor

5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati

Nomor 129 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, bahwa

tugas BPKPD adalah membantu membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bedasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kebumen, BPKPD Kabupaten Kebumen

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan
keuangan dan pendapatan Daerah;

b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan
pendapatan Daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan
pendapatan Daerah;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
keuangan dan pendapatan Daerah;

e. Pembinaan  penyelanggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan
pendapatan Daerah;

f. Pelaksanaan administrasi Badan;dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen terdiri dari Kepala

BPKPD yang memimpin melaksanakan fungsi tersebut dan membawahi

Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang

Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah, Bidang

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan dan Evaluasi

Pendapatan Daerah, dan Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan

Daerah. Struktur organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG ANGGARAN
DAERAH (1)

BIDANG
PERBENDAHARAAN (2)

BIDANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH (6)

BIDANG PERENCANAAN
DAN EVALUASI
PENDAPATAN DAERAH (4)

BIDANG PENAGIHAN DAN
PEMERIKSAAN PENDAPATAN
DAERAH (5)

BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN
DAN PENUNJANG URUSAN
KEUANGAN DAERAH (3)

SUBBIDANG
PERENCANAAN ANGGARAN

SUBBIDANG BELANJA

SUBBIDANG PERENCANAAN,
PENGGUNAAN DAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH.

SUBBIDANG PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENETAPAN
PAJAK DAERAH

SUBBIDANG PENAGIHAN PAJAK
DAERAH

SUBBIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN

SUBBIDANG PENYUSUNAN
ANGGARAN BELANJA
PENDAPATAN DAERAH

SUBBIDANG KAS DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN,
PENGAMANAN DAN
PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK
DAERAH

SUBBIDANG ANALISIS DAN
EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

SUBBIDANG PEMERIKSAAN
PENDAPATAN DAERAH

SUBBIDANG PENUNJANG
URUSAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

=T

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen

Sebagaimana gambar 2.1. masing-masing unsur dalam struktur

organisasi BPKPD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan

fungsi Badan.
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Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan

rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian,

administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di

lingkungan Dinas.

Untuk  melaksanakan tugas  pokoknya, Sekretariat
mempunyai fungsi :
Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di
lingkungan Dinas;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata
laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan
dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana di lingkungan Dinas;

e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan di lingkungan Dinas;

f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan
Dinas;

h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di
bidang pendidikan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

j- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki
2 sub bagian dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu :
a. Sub Bagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan

keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem
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pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan
keuangan di lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik
Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian,
administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di
lingkungan Badan.

Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan

perumusan rencana, pengoorinasian, pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan
penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran
mempunyai fungsi, diantaranya :

a. Pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan
kebijakan umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah,
prioritas dan plafon angaran sementara serta kebijakan umum
perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas
dan plafon angaran sementara perubahan;

b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan atau Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Anggaran
Belanja dan Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;

d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;

Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;

Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;

50 o

Penyediaan anggaran kas;
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i. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang anggaran; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran

memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Penyusunan Bahan Perencanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Subbidang Penyusunan Bahan Perencanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi pengalokasian anggaran dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta kebijakan umum
perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas
dan plafon anggaran sementara perubahan, penyusunan
anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah, penyiapan
bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan
pembiayaan Daerah, penyusunan anggaran belanja Daerah,
penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran
belanja Daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran
belanja Daerah, dan pembinaan penyusunan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

b. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan dan
pembahasan Rencana Bisnis Anggaran atau Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah, koordinasi dan kompilasi bahan-bahan
penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
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Belanja Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah, penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggran atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Aanggran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan
Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan
Daearah.

Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi belanja dan kas

daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang

Perbendaharaan mempunyai fungsi, diantaranya :

a. Pengoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan
uang kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah,
pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, dan
penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum
daerah;

b. Pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian
lembar Surat Perintah Pencairan Dana, pelaksanaan dan
penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar,
pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan
Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;

c. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan
pemungutan atau pemotongan dan penyetoran perhitungan
pihak ketiga;

d. Pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang

timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis
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pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi
kas;

e. Pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran
kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah
Pencairan Dana dengan instansi terkait;

f. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran
kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;

g. Pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan
Dana restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja
memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Belanja

Subbidang Belanja mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi penatausahaan pembiayaan Daerah,
pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan
Daerah, register pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat
Perintah Pencairan Dana atas belanja Satuan Kerja Perangkat
Daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian
dokumen Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan
Dana serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan
Dana, penelitian, pengkoreksian dan pemberian persetujuan
pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan Surat
Pertanggungjawaban belanja, pengadministrasian pemungutan
dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi
pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait,
penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas
berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, penerbitan Surat
Perintah Pembayaran atas pengembalian kelebihan penerimaan
tahun berkenaan, penelitian kelengkapan dokumen Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran serta melaksanakan

proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran,



(S)

15

dan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang
berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban.
b. Subbidang Kas Daerah

Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi pengelolaan kas Daerah, pemindahbukuan
kas Daerah, penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang
daerah dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan
rekening kas umum Daerah, pembukuan dan
pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah,
pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban
pendapatan atau penerimaan kas, penyusunan laporan
penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data
penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka
penyusunan posisi kas, analisis pemberdayaan dan penempatan
uang Daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan
Daerah, penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan
yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas,
pengelolaan utang atau pinjaman dan piutang Daerah,
penyusunan laporan aliran kas secara periodik, penyusunan
dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan
pengelolaan kas, pengecekan pemrosesan restitusi atau
pengembalian kelebihan penerimaan, pemantauan penerimaan
dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk,
pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan menyimpan uang Daerah,
pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah
Daerah, pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah,
dan penagihan piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi

bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan
Daerah

Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan
Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan

perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan,
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pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi akuntansi,

pelaporan dan penunjang urusan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi,

Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah mempunyai

fungsi, diantaranya:

a.

b.

Koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggran
Pendapatan Belanja Daerah;

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggran Pendapatan Belanja
Daerah;

Konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

Penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggran Pendapatan Belanja Daerah;

Rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggran Pendapatan Belanja Daerah;

Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;

Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah Daerah;

Verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;

Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan kerugian Daerah;

Koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang  urusan

kewenangan keuangan Daerah; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan

Akuntansi memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional

yaitu:

a.

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi pemantauan, identifikasi, klasifikasi dan

pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran
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Daerah, rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta
pembiayaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, konsolidasi
laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, laporan
realisasi anggaran secara periodik (bulanan, triwulanan,
semesteran dan tahunan), Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah semester pertama dan prognosis 6
(enam) bulan berikutnya, penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran  pertanggungjawaban = pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan sistem dan prosedur
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah,
verifikasi dan pengujian atas bukti memorial, dan sinkronisasi
penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian
Daerah.
b. Subbidang Penunjang Urusan Keuangan
Subbidang Penunjang Urusan Keuangan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
serta pelaporan meliputi penyiapan bahan koordinasi
pelaksanaan kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah,
koordinasi terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait, pemantauan realisasi anggaran
kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, rekonsiliasi dan
sinkronisasi data terkait kegiatan penunjang urusan keuangan
Daerah, dan penyusunan panduan teknis dan regulasi terkait
kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah.
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas
pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian,
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
meliputi  perencanaan, penggunaan dan = penatausahaan
pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik

Daerah.
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Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

1.

Penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
Penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan barang milik Daerah;

Penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik
Daerah;

Penatausahaan barang milik Daerah;

Pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;

Pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik
Daerah;

Penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik Daerah;

Koordinasi hasil penilaian barang milik Daerah;

Penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik
Daerah;

Penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Daerah
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Pembinaan pengelolaan barang milik Daerah; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan

Barang Milik Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok

jabatan fungsional yaitu:

a.

Subbidang Perencanaan, Penggunaan dan Penatausahaan
Barang Milik Daerah;

Subbidang Perencanaan, Penggunaan dan Penatausahaan
Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi penelitian bahan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah,
penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan barang milik Daerah, penelitian usulan
penetapan status penggunaan barang milik Daerah, penyiapan

konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang
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milik Daerah, pencatatan barang milik Daerah berupa tanah
dan atau bangunan yang diserahkan dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah, penyiapan konsep pelaksanaan inventarisasi
barang milik Daerah, pencatatan hasil penilaian barang milik
Daerah, rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana
akuntansi SKPD dan fungsi akuntansi SKPKD, dan penyusunan
laporan barang milik Daerah, penyusunan standar harga
berdasarkan jenis dan tipe barang.
b. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi penyiapan konsep berita acara serah terima
atas penggunaan barang milik Daerah, penyiapan konsep Surat
[jin Penghunian penggunaan rumah negara, pengamanan fisik,
administrasi dan hukum barang milik Daerah, penyimpanan
dokumen asli kepemilikan barang milik Daerah, penghimpun
laporan hasil pemeliharaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
secara berkala, evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang
milik Daerah, penelitian dokumen pengajuan usulan
pemindahtanganan barang milik Daerah, penyiapan dokumen
atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Daerah,
fasilitasi pengajuan usulan pemusnahan barang milik Daerah,
penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan, hasil
penilaian, pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah,
pemanfaatan barang milik Daerah, dan penyiapan dokumen
hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan
barang milik Daerah.
Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana,
pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi
serta pelaporan meliputi perencanaan dan evaluasi pendapatan

daerah.
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Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang perencanaan

dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan
pendapatan daerah;

Perumusan kebijakan tentang esktensifikasi pajak daerah dan
retribusi daerah;

Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;

Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak
daerah dan retribusi daerah;

Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait
dengan pendapatan daerah;

Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan
pajak daerah dan retribusi daerah;

Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan
informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada
masyarakat;

Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah
yang berbasis teknologi informasi;

Pengoordinasian dengan pihak terkait dalam perumusan
kebijakan pendapatan daerah;

Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak
dan retribusi;

Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi
daerah baik internal maupun eksternal;

Pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan dan
penetapan pajak daerah;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perencanaan

dan Evaluasi Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1

kelompok jabatan fungsional yaitu:

a.

Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah;

Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan,
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pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan
pendaftaran pajak daerah, pendaftaran, penetapan, dan
penilaian pajak daerah, verifikasi perhitungan dan penetapan
pajak daerah, pemberian informasi terkait pelayanan pajak
daerah (costumer service), pendataan, penghimpunan,
pengelolaan dan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak
daerah, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan
Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, pelaksanaan
ekstensifikasi pajak daerah, verifikasi data kelengkapan
pembayaran pajak, laporan hasil verifikasi dan hasil penetapan,
penghitungan pajak daerah, pelaksanakan pembinaan teknis
penetapan dan verifikasi pajak daerah, pelaksanaan urusan
penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, pelaksanaan pelayanan pembetulan,
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan.
Subbidang Analisis dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Subbidang Analisis dan Evaluasi Pendapatan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan pihak
terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah,
melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak
dan retribusi, menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah
dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal, analisis
regulasi pendapatan daerah, standarisasi kebijakan operasional
prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, monitoring dan
sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah,
perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan
pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan pelayanan pajak
dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi, analisa

potensi dan evaluasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah,
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pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah,
monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah,kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan
informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada
masyarakat.
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah
mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana,
pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
perencanaan dan evaluasi di bidang penagihan dan pemeriksaan
pendapatan daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang penagihan
dan pemeriksaan pendapatan daerah mempunyai fungsi,
diantaranya:

a. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;

b. Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;

c. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
d. Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah,;

e. Pemeriksaan pajak daerah;

f. Pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan

dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran,
angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan
jatuh tempo,
g. Pelaksanaan wurusan restitusi atau pengembalian kelebihan
pembayaran pajak daerah
h. Fasilitasi dan menjawab gugatan pajak daerah;dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penagihan
dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1
kelompok jabatan fungsional yaitu:
a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah,intensifikasi pemungutan pajak
daerah, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,

Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah,
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, penagihan dan penyusunan laporan
realisasi penagihan piutang pajak daerah, penyiapan bahan
penertiban dan penghapusan piutang pajak daerah, pemberian
teguran keterlambatan pembayaran pajak daerah, penerbitan
surat paksa kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban
pajak daerah dan pelaksanaan penyitaan, rekonsiliasi,
pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan
asli daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan
pendapatan Daerah.
b. Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
serta pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemeriksaan
pendapatan daerah, mengadakan pemeriksaan pajak daerah
dan pendapatan daerah, memverifikasi lapangan atas
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta
pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan
dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran,
angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan

jatuh tempo.

2.1.2. Sumber Daya BPKPD Kabupaten Kebumen
A. Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen sampai dengan
bulan Agustus 2025 sebanyak 95 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 64 orang, Calon Pegawai
Negeri Sipil sebanyak 15 orang dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja sebanyak 15 orang serta 36 orang tenaga petugas

penunjang kegiatan atau lapangan.



24

Tabel 2.1
Pegawai BPKPD dari Tahun 2022-2025

Jenis Kelamin
N Tah Jumlah
° anun Laki-laki % Perempuan % uma
1 2022 91 67% 44 33% 135
2 2023 85 70% 36 30% 121
3 2024 79 68% 37 32% 116
4 2025 84 65% 46 35% 130

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah pegawai BPKPD Kabupaten
Kebumen mengalami fluktuasi selama periode 2022-2025. Jumlah
pegawai menurun dari 135 orang pada tahun 2022 menjadi 116 orang
pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 130 orang
pada tahun 2025.

Dari sisi komposisi gender, pegawai laki-laki masih mendominasi
di setiap tahun, dengan persentase berkisar antara 65%-70%. Namun
demikian, terdapat tren peningkatan proporsi pegawai perempuan
pada tahun 2025 yang mencapai 35%, dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam
keseimbangan gender di lingkungan BPKPD Kabupaten Kebumen.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan eselon jabatan, tingkat
pendidikan, jenis kelamin dan golongan dapat disajikan dalam uraian
di bawah ini.

a. Eselon Jabatan
Gambaran pegawai BPKPD Kebumen berdasar eselon jabatan

dapat dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pegawai BPKPD Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2025
Eselon
N i f | P2K lah
o Uraian I p— v Sta 2 Jumla
1 | Kepala 1 1
2 | Sekretariat 1 2 11 13 27
3 | Bidang Anggaran 1 2 7 1 11
Bidang
4 Perbendaharaan 2 12 1 15
5 | Bidang Akuntansi 1 2 8 2 13
Bidang Pengelolaan
6 Barang Milik Daerah 1 2 K 5 17
Bidang Perencanaan
7 | dan Evaluasi 1 2 7 9 19
Pendapatan Daerah




25

Esel
No Uraian se’on Staf | P2K | Jumlah
II III | A4

Bidang Penagihan
8 | dan Pemerikasaan 1 2 20 ) 28

Pendapatan Daerah

Jumlah 1 6 14 74 36 131
Persentase 1% 5% 11% | 56% | 27% 100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.2, struktur kepegawaian BPKPD Kabupaten
Kebumen didominasi oleh jabatan staf, yaitu sebanyak 74 orang (56%),
diikuti oleh pegawai P2K sebanyak 36 orang (27%). Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD sebagian besar ditopang
oleh tenaga pelaksana teknis dan administratif.

Jumlah pejabat struktural relatif terbatas, dengan 1 orang Eselon
II, 6 orang Eselon III (5%), dan 14 orang Eselon IV (11%), yang

mencerminkan struktur organisasi yang ramping namun
fungsional. Unit kerja dengan jumlah pegawai terbesar adalah
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah serta
Sekretariat, yang sejalan dengan tingginya beban kerja pada fungsi
pelayanan, pengelolaan pendapatan, dan dukungan administrasi.
Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai BPKPD Kebumen dilihat dari tingkat

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Pegawai BPKPD Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No

Tingkat Pendidikan

Uraian

S2

S1/
DIV

D3

SMA

SMP

SD

Jumlah

Kepala

Sekretariat

2

3

14

Bidang Anggaran

1

10

BN WIN |+~

Bidang
Perbendaharaan

N (N[~

N [N

14

Bidang
Akuntansi

11

Bidang
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

12

Bidang
Perencanaan dan
Evaluasi
Pendapatan
Daerah

10
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Tingkat Pendidikan
No Uraian s1/ Jumlah
S2 DIV D3 SMA SMP | SD
Bidang
Penagihan dan
8 | Pemeriksaan 1 6 1 15 - - 23
Pendapatan
Daerah
Petugas
Penunjan
9 Kegiatim Ig(antor ) 9 7 18 2 ) 36
dan Lapangan
Jumlah 12 53 17 47 2 - 130
Persentase 9,16% | 40,46% | 12,98% | 35,88% 1,53% | 0% 100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Berdasar Tabel 2.3 komposisi tingkat pendidikan pegawai
BPKPD Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa sebagian besar
pegawai memiliki kualifikasi pendidikan S1/DIV dan S2, yang secara
kumulatif mencapai 49,62% dari total pegawai. Kondisi ini menjadi

modal penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi strategis

pengelolaan keuangan daerah yang menuntut kompetensi analitis,
ketelitian, dan pemahaman regulasi yang tinggi.

Namun demikian, masih terdapat proporsi pegawai dengan
tingkat pendidikan SMA ke bawah sebesar 37,40%, yang mayoritas
berada pada unit kerja operasional dan petugas penunjang. Hal ini
menunjukkan adanya diferensiasi kebutuhan kompetensi antara
fungsi strategis dan fungsi pendukung, sekaligus menegaskan
pentingnya penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan
peningkatan kualifikasi pendidikan.

Distribusi pegawai berpendidikan tinggi relatif terkonsentrasi
pada unit kerja teknis seperti Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran,
dan Bidang Perbendaharaan, yang sejalan dengan kompleksitas
tugas dan tanggung jawab pada bidang tersebut. Kondisi ini
menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM yang lebih
terarah dan berbasis kebutuhan organisasi selama periode
Renstra.

Gambaran Pegawai BPKPD Kebumen berdasarkan jenis

kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.4
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Tabel 2.4
Pegawai BPKPD Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025
No Uraian " J(fms Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 7 7 14
3 | Bidang Anggaran 7 3 10
Bidang
4 Perbendaharaan ? 5 14
5 | Bidang Akuntansi S 6 11
6 Bidang Pengelolaan 8 4 12

Barang Milik Daerah

Bidang Perencanaan

7 | dan Evaluasi 5 5 10
Pendapatan Daerah
Bidang Penagihan

8 | dan Pemeriksaan 19 4 23
Pendapatan Daerah
Petugas Penunjang

9 | Kegiatan Kantor dan 24 12 36
Lapangan

Jumlah 85 46 131
Persentase 64,89% 35,11% 100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Komposisi pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen
berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki
masih mendominasi, yaitu sebanyak 85 orang (64,89%),
sedangkan pegawai perempuan berjumlah 46 orang (35,11%).
Komposisi ini mencerminkan karakteristik tugas dan fungsi
BPKPD yang sebagian membutuhkan aktivitas lapangan dan
mobilitas tinggi, khususnya pada bidang penagihan dan
pemeriksaan pendapatan daerah. Meskipun demikian, terdapat
unit kerja dengan komposisi gender yang relatif seimbang, seperti
Sekretariat serta Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan
Daerah, bahkan pada Bidang Akuntansi jumlah pegawai
perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini
menunjukkan adanya peluang penguatan peran perempuan dalam
fungsi-fungsi teknis dan administratif yang bersifat strategis.
Sebaran gender yang bervariasi antar unit kerja menjadi dasar
penting dalam perencanaan pengelolaan SDM yang berkeadilan,
inklusif, dan berbasis kebutuhan organisasi, tanpa mengabaikan
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten

Kebumen.
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b. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran Pegawai BPKPD Kebumen berdasarkan Golongan

dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pegawai Negeri Sipil BPKPD Berdasar Golongan Tahun 2025
GOLONGAN
N i lah
° Uraian Goll | Golll | Gollll | Gollv | o™i
1 Kepala 0 0 0 1 1
2 Sekretariat 0 1 7 1 9
3 | Bidang Anggaran 0 1 7 1 9
Bidang
4 Perbendaharaan 0 0 10 1 11
5 | Bidang Akuntansi 0 0 9 0 9
Bidang Pengelolaan
6 Barang Milik Daerah 0 3 7 1 11
Bidang Perencanaan
7 | dan Evaluasi 0 1 ) 1 7
Pendapatan Daerah
Bidang Penagihan
8 | dan Pemeriksaan 0 6 14 2 22
Pendapatan Daerah
Jumlah (0) 12 59 8 79
Persentase 0,00% 15,19% | 74,68% | 10,13% 100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Komposisi golongan ASN BPKPD Kabupaten Kebumen
menunjukkan dominasi pegawai pada Golongan III, yaitu sebanyak
59 orang atau 74,68% dari total ASN. Kondisi ini mencerminkan
bahwa sebagian besar ASN BPKPD berada pada fase produktif dan
pelaksana utama tugas teknis pengelolaan keuangan daerah.

Pegawai dengan Golongan IV berjumlah 8 orang (10,13%),
yang sebagian besar menduduki jabatan struktural dan berperan
dalam pengambilan keputusan serta pembinaan organisasi.
Sementara itu, Golongan II masih berjumlah 12 orang (15,19%),
dan tidak terdapat ASN pada Golongan I. Struktur golongan ini
menunjukkan organisasi yang relatif matang, dengan fokus utama
pada penguatan kinerja teknis dan manajerial.

Sebaran golongan ASN yang relatif merata pada unit kerja
teknis seperti Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Anggaran
menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas yang

menuntut akurasi, kepatuhan regulasi, dan profesionalisme tinggi

selama periode Renstra.
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B. Sarana dan Prasarana
Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap

operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana
telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang
tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk
mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana
dan sarana yang dimiliki oleh BPKPD Kabupaten Kebumen dapat
dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025
Kondisi Kebutuhan
No | Jenis Sarpras Rusak | Rusak Jangka 5 Perlu Pe.rlu Ket
Baik Ringan | Berat Jumlah tahun Penambahan | Pemeliharaan
1 | Gedung
Bangunan
Gedung Kantor 2 - - 2 2 0 2 -
Permanen
2 | Kendaraan
Mobil 8 2 - 10 10 2 8 -
Sepeda Motor 58 10 5 73 75 15 58 Peremajaan
3 | Sarpras Elektronik
AC Split 50 - 6 56 56 6 50 Peremajaan
Televisi 5 - 1 6 6 1 5
Wireless 6 - - 6 6 -
Uninterruptible
Power Supply 45 - - 45 45 - 45
(UPS)
R R : :
Camera digital 4 - 1 5 S 1 4 Peremajaan
Dispenser 4 - - 4 4 -
Handy Cam - - 2 2 - Peremajaan
P.C Unit 89 - 5 94 94 0]
NoteBook 99 - 8 107 107 8 99 Peremajaan
Ploter 1 - - 1 1 0 1
Printer 72 - 6 78 78 6 72 Peremajaan
Printronik 3 - 1 4 3 - -
Scanner 10 - - 10 10 - -
Server 2 - - 2 2 - -
LCD 5 - 2 7 7 2 5 Peremajaan
Sound System 4 - - 4 4 - 4 -
?;f’g’%one 1 1 - 2 1 0 1
Facsimile 1 - - 1 1 0 1
’?leea}:l;aotne ) - 9 ° ° ) K
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Kondisi Kebutuhan
No | Jenis Sarpras Rusak | Rusak Jangka 5 P Pertl’uh P Pf.ll-llu Ket
i enambahan emeliharaan
Baik Ringan | Berat Jumlah tahun
Mesin Foto
Copy dengan 1 - - 1 2 1 1 Penambahan
Kertas Folio
4 Sarpras Kantor
Portable
Generating Set 2 - B 2 2 ) 2
Portable Water 9 _ _ 9 9 ) 9
Pump
Mesin Ketik
Manual Standar 2 - - 2 2 - 2
(14-16)
Lemari Besi 12 3 - 15 20 8 12
Rak Besi/Metal 40 - - 40 40 - 40
Rak Kayu 3 - - 3 3 - 3
Filling
Besi/Metal 55 h h 55 55 ) 55
Brankas 3 - - 3 3 - 3
Lemari kayu S - - S - )
Papan Tulis 2 - - - 2 - 2
Perforator Besar 1 - - 1 1 - 1
Kursi
Besi/Metal 3 - B 3 3 ) s
Meja Rapat 30 - - 30 30 - 30
Meja Reseption 2 - - 2 2 - 2
Meja Panjang 10 - - 10 10 - 10
Kursi Rapat 150 - - 150 150 - 150
Kursi Tamu S - - 5 5 - 5
Kursi Putar 15 - - 15 15 - 15
Meja Biro/ Meja | 155 | _ _ 155 170 15 155
Kerja
Mimbar/Podium 1 - - 1 1 0 1
Timbangan
Badan 1 - - 1 1 0 1
Alat Pemadam
Portable 30 - - 30 30 - 30
Meja Kerja .
Pejabat 17 - - 17 17 17
Kursi Kerja
Pejabat 17 - - 17 17 - 17
Kursi Kerja No 70 _ _ 70 70 _ 70

Struktural

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Dukungan sarana prasarana yang ada di BPKPD Tahun 2025

sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi selama ini, namun

yang perlu menjadi perhatian yaitu kondisi software dan hardware

perangkat pendukung kerja berupa laptop dan komputer perlu

disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Pemenuhan

kebutuhan perlu untuk dicukupi

sampai S tahun kedepan.
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Penambahan dan peremajaan Sarana dan Prasarana pendukung
seperti laptop dan komputer diharapkan mampu diadakan secara
bertahap dari tahun ke tahun, serta peremajaan kendaraan dinas

roda dua untuk petugas lapangan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan BPKPD
A. Matriks Kinerja Pelayanan BPKPD (Tujuan dan Sasaran)
Gambaran Matriks Kinerja Pelayanan BPKPD (Tujuan dan
Sasaran) 4 (empat) tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LKJIP)

sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.7. di bawah ini.
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Tabel 2.7
Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
NO INDIKATOR TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN RASIO CAPAIAN
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 9 (10) (11) (12) (13)
Indikator Tujuan:
Nilai SAKIP 67,00 69,00 71,00 74,00 65,49 66,11 66,11%* 66,11%* 97,75% 95,81% 93,11%* 89,34%*
2. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP* 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%*
Indikator Sasaran :
Persentase PAD o
3 | terhadap Pendapatan 14,48% | 15,13% 15,40% | 15,74% | 17,99% | 15,98% | 15,65% | 15,74% | 124,27% | 105,63% | 101,60% | 100,00%
Daerah

Sumber: BPKPD Kebumen, 2024

B. Matriks Kinerja Pelayanan BPKPD (Program)
Gambaran Matriks Kinerja Pelayanan BPKPD (Program) 4 (empat)

tahun

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.8. di bawah ini.
Tabel 2.8
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD 2025-2029

sebelumnya diperoleh dari dokumen Laporan

No

Indikator Kinerja
Sesuai Tupoksi BPKPD

Target
IKK

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian Tahun

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

63%

100%

100%

100%

100%

4

Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah

100%

100%

100%

100%

102,59%

101,54%

102,17%

100%

102,59%

101,54%

102,17%

100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2024
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Berdasar hasil capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah selama 4 tahun terakhir dilihat dari
Tabel 2.7 hampir setiap tahunnya dapat mencapai target yang telah
ditetapkan pada Renstra BPKPD Tahun 2021-2026.

Sementara itu capaian kinerja pada Tabel 2.8. Kinerja indikator
program terdapat 4 program yang ada di Renstra BPKPD (2021-2026).
Sebanyak 4 Program dilaksanakan dari Tahun 2022 sampai Tahun
2025. Berdasarkan hasil capaian program non akumulatif capaian
Tahun 2022-2025 sebesar 100% (angka prediksi). Rata-rata capaian
program adalah 100% tiap tahunnya.

2.1.4 Kinerja Keuangan BPKPD
A. Matriks Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Secara umum kinerja pendanaan BPKPD Kabupaten Kebumen
Tahun 2022-2025 masuk dalam kategori baik. Kondisi ini
menggambarkan kesesuaian antara perencanaan dengan
penganggaran. Deviasi keuangan yang kecil menunjukan keefektifan
program di BPKPD Kabupaten Kebumen. Gambaran kinerja Keuangan

BPKPD dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini:
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Tabel 2.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2022-2025

Rata- Rata-
rata
pertumb (A
Anggaran Pada Tahun Ke Realisasi Anggaran Tingkat Capaian Keuangan (%) uhan pertumb
No Program/Kegiatan uhan
anggara R
oy realisasi
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 222 2025
Program Penunjang o
Urusan Pemerintahan 90,8 o -20,82%
1| g 22.017.848.000 | 21.045.103.000 | 24.132.458.000 21.517.119.080 | 21.256.027.880 | 20.063.419.760 | 21.923.770.132 | 10.126.381.710 | 96,54 | 95,34 s 50,32 6,64%
Kabupaten/Kota
Perencanaan
A | Penganggaran dan 495.000.000 117.366.000 86.487.000 58.840.000 482.893.490 115.998.300 82.790.550 32.113.226 | 97,55 | 98,83 | °>7 | 59,07 ; -14,59%
Evaluasi Kinerja 3 113,26% ’
Perangkat Daerah
B | Administrasi Keuangan 15.555.862.000 15.479.547.000 15.519.967.000 15.848.947.080 | 15.224.307.135 14.553.827.524 13.575.841.080 8.880.335.198 | 97,87 | 94,02 | 87% | 49,13 0,48% 95.51%
Pemerintah Daerah 7 ,01%
Administrasi 67.4
C | Kepegawaian Perangkat 160.000.000 196.724.000 20.760.000 20.760.000 142.265.300 193.483.993 14.001.798 300.000 | 88,92 | 98,35 < 2,68 -66,49% | -52,82%
Daerah
p | Adninistrasi Umum 610.000.000 415.554.000 336.000.000 4.000.000 588.671.645 407.274.392 328.863.373 218.300.802 | 96,50 | 98,01 | 278 | 6464 | -83,96% 9.89%
Perangkat Daerah 8 , 0
Pengadaan Barang
Milik Daerah 97,4 o -20.62%
E ’ 4.187.600.000 3.845.312.000 7.057.605.000 4.235.000.000 3.874.399.000 3.832.834.500 6.876.656.439 84.140.000 | 92,52 | 99,68 21,10 | 62,03% ,62%
Penunjang Urusan 4
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa 905
F | Penunjang Urusan 446.490.000 468.600.000 589.639.000 529.572.000 389.054.971 440.041.564 533.642.788 360.392.121 | 87,14 | 93,91 o 70,84 | 27,39% -3,10%
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang
g | Milik Daerah 562.896.000 522.000.000 522.000.000 490.000.000 554.436.339 519.959.487 511.974.104 379.134.303 | 98,50 | 99,61 | 280 | 5285 9,31 -15,78%
Penunjang Urusan 8
Pemerintahan Daerah
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Rata-

Rata-
rata —
s . . o pertumb
Anggaran Pada Tahun Ke Realisasi Anggaran Tingkat Capaian Keuangan (%) whan pertumb
No Program/Kegiatan anggara Ll
grgl realisasi
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 222 2025
o | Program Pengelolaan 2.993.626.000 | 081-849.851.00 | 710.262.827.00 | (5q 933 067.400 | 2.914.739.711 |680.403.549.041 | 04063.434.45 | go3,87001164 | 97,36 | 99,79 | 221 | 85,80 11,07 .2.62%
Keuangan Daerah (0] (0] 1 3 ’ °
Koordinasi dan 97.8
A | Penyusunan Rencana 1.291.007.000 1.013.554.000 943.869.000 907.382.000 1.260.928.811 1.007.171.206 923.435.881 436.736.964 | 97,67 | 99,37 3 54,24 | -29,66% | -14.65%
Anggaran Daerah
Koordinasi dan
Pengelolaan 97,5
B 836.569.000 625.366.000 507.274.000 506.774.000 814.471.742 602.701.332 494.749.923 244.392.839 | 97,36 | 96,38 59,31 44,16 | _12.88%
Perbendaharaan 3 4 °
Daerah
Koordinasi dan
c gzlé‘l;z‘:;:;ﬁkumang 701.050.000 551.366.000 405.806.000 394.470.000 678.809.976 544.662.729 399.106.081 196.929.889 | 96,83 | 98,78 9%3 68,41 | -44,68% | -857%
Keuangan Daerah
Penunjang Urusan
Kewenangan 99,1
D 620.346.195.000 | 679.659.565.000 | 708.405.878.000 658.114.441.400 | 620.254.348.682 | 678.249.013.774 | 702.246.142.566 | 592.909.231.472 | 99,99 | 99,79 85,95 | 11,42% | _5299
Pengelolaan Keuangan 3 ,
Daerah
3 | Program Pengelolaan 1.727.363.000 | 1.721.168.000 | 1.382.346.000 1.081.711.000 | 1.684.858.559 | 1.696.729.074 | 1.355.435.911 431.875.659 | 97,54 | 98,58 | 920 | 4g 84 | 27,20% | -16,20%
arang Milik Daerah 5
A i;‘l’iieg’i?:farang 1.727.363.000 1.721.168.000 1.382.346.000 1.081.711.000 1.684.858.559 1.696.729.074 1.355.435.911 431.875.659 | 97,54 | 98,58 9%0 48,84 | -27,29% | ~16,20%
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Rata-

rata Rata-
rata
Anggaran Pada Tahun Ke Realisasi Anggaran Tingkat Capaian Keuangan (%) pi;g?b pertumb
No Program/Kegiatan uhan
anggara N
- realisasi
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 222 2025
4 | Program Pengelolaan 5.584.531.000 5.117.837.000 5.184.308.000 5.569.382.000 | 5.434.858.737 5.067.031.269 5.048.926.033 3.927.117.668 | 97,32 | 99,01 | 273 | 74,03 | -4,58% | "7.90%
Pendapatan Daerah 9
A gengelolaan 5.584.531.000 5.117.837.000 5.184.308.000 5.569.382.000 5.434.858.737 5.067.031.269 5.048.926.033 3.927.117.668 | 97,32 | 99,01 | ?73 | 74,03 | -a58% | “7:90%
endapatan Daerah 9
- 0,
Jumlah 32.323.368.000 |709.733.959.000 | 740.961.939.000 688.091.279.480 | 31.290.484.887 |707.230.729.144 | 732.391.566.527 608.272.666.201 | 96,80 | 99,65 9i,s 88,40 | 10,65% 1,39%

Sumber : BPKPD Kebumen 2025 data diolah
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Berdasarkan Tabel 2.9 serapan anggaran di BPKPD Tahun 2022
sampai dengan Tahun 2025 dengan kriteria tinggi di mana tingkat
serapan rata-rata 95,92%. dengan rasio tertinggi pada program
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan persentase sebesar 95,54% dan
rasio terendah pada program Pengelolaan Barang Milik daerah hal ini
dikarenakan Tahun 2025 anggaran untuk legalisasi aset pemda
(sertifikat) masih terkendala atau menunggu kesanggupan dari Kantor

Kementerian ATR/BPN .

Anggaran BPKPD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2022 sampai
2025 menunjukan angka yang fluktuatif. Tahun 2022 anggaran
BPKPD berada pada posisi terendah dengan rencana anggaran dalam
APBD sebesar Rp.653.341.132.000. Realisassi anggaran dari APBD
menunjukan nilai yang fluktuatif dengan di mana dari tahun 2022-
2025 realisasi ada di rata-rata 95,92%

Dilihat dari kinerja BPKPD Kabupaten Kebumen dalam
penyerapan anggaran menunjukan penyerapan yang tinggi diatas 95%
pertahunnya. Penyerapan anggaran terbesar di Tahun 2023 sebesar
99,65%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
penyerapan anggaran dari APBD di BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun
2022-2025 masuk dalam kriteria tinggi diatas 90%.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen mencakup berbagai
pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan langsung maupun
tidak langsung dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
Pihak-pihak tersebut menjadi target dari layanan yang disediakan oleh
BPKPD Kabupaten Kebumen baik sebagai pengguna, mitra Kkerja,
pengawas maupun penerima manfaat.

Pengelompokkan sasaran layanan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap jenis layanan yang diselenggarakan oleh
BPKPD tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan mendukung tercapainya
tata kelola keuangan dan pendapatan daerah yang transparan,
akuntabel, efisien dan efektif. Selain itu, pemetaan kelompok sasaran
ini juga menjadi dasar dalam perencanaan strategis peningkatan
kualitas pelayanan publik, penyesuaian regulasi internal, serta

penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah
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Kabupaten Kebumen. Berikut adalah kelompok-kelompok sasaran

layanan BPKPD Kabupaten Kebumen :
Tabel 2.10

Kelompok Sasaran Layanan BPKPD Kabupaten Kebumen

Jenis Layanan

Sasaran Layanan

Layanan proses pengelolaan Keuangan
Daerah mulai dari Proses Penganggaran,
Penatausahaan, Pelaporan Keuangan serta
Pelaporan dan Penatausahaan Barang Milik
Daerah

50 Perangkat Daerah

Pengawasan dan Audit

Badan Pemeriksa Keuangan
RI, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan Inspektorat
Daerah

Penyampaian SPPT PBB-P2

Desa dan Kelurahan se
Kabupaten Kebumen

Pelayanan Pajak Daerah

Wajib Pajak Daerah di
Kabupaten Kebumen

Pelayanan Pajak BPHTB

Notaris/PPAT Kebumen

Pengelolaan Pajak Barang Jasa Tertentu
Tenaga Listrik

PT. PLN Persero

Pelayanan Surat Menyurat

PT. Pos Indonesia

Pengelolaan Kas Daerah

Bank Jateng

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKPD
2.2.1. Permasalahan Layanan BPKPD
A. Permasalahan Layanan BPKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdapat

beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan untuk meningkatkan

pelayanan perangkat daerah dalam hal pengelolaan keuangan,

pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah

antara lain:

1. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
maka pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen dituntut untuk selalu
mengikuti dinamika perubahan-perubahan tersebut dalam
mengelola keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah;

2. Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban peajakan daerah yang belum optimal,

3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam mendukung
kegiatan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah,

dan pengelolaan pendapatan daerah; dan
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Jumlah sumber daya manusia pada BPKPD Kabupaten Kebumen
terbatas.

Peluang yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan

pelayanan antara lain :

1.

Sosialisasi secara berkesinambungan dan sistematis sampai kepada
masyarakat tingkat bawah untuk mendorong peningkatan
kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
Peningkatan pelayanan berbasis IT yang berkelanjutan untuk
pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan pendapatan
daerah; dan

Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD).

Dari beberapa tantangan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah memiliki beberapa peluang untuk mengatasi

tantangan tersebut, yaitu :

1.
2.

Luasnya kewenangan yang dimiliki;

Peraturan dan perundang-undangang yang mendukung pengelolaan
keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah;

Sumber daya aparatur yang memiliki integritas, disiplin, dan
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan

Tersedianya SOP dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai

pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah perlu di

identifikasi tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Beberapa

permasalahan yang menghambat target kinerja program yang akan

dicapai adalah sebagai berikut :

1.

Dinamisasi regulasi atas pengelolaan keuangan dan pendapatan
daerah sehingga perlu sinkronisasi dan harmonisasi atas materi
pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang
diatur dalam beberapa peraturan sekaligus;

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang
mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak
daerah;

Perlunya pencermatan potensi PAD yang lebih komprehensif dalam

rangka meningkatkan pendapatan daerah;
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4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum optimal sepenuhnya
dilaksanakan sehingga kurang memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap peningkatan Pendeapatan Asli Daerah; dan

5. Implementasi penatausahaan keuangan daerah dengan SIPD-RI
yang belum bisa berjalan dengan optimal.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang
keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. BPKPD
Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan
keuangan.

Pemenuhan sarana-prasarana penunjang kinerja BPKPD telah
mencukupi namun perlu penyesuaian software dengan teknologi
informasi 4.0 sehingga perlu pembaruan peralatan kerja untuk
penyesuaian dengan teknologi informasi.

Pemetaan permasalahan pelayanan BPKPD Tahun 2025 - 2029
dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKPD Kebumen

Masalah

No Masalah Akar Masalah
Pokok

1 | Belum Belum Optimalnya Belum optimalnya implementasi
Optimalnya Proses Penyusunan pemutakhiran oleh  Kemendagri terkait
Pengelolaan APBD Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Keuangan Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur
dan Aset Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah

Daerah

Terbatasnya waktu penyusunan KUA/PPAS
dengan terbitnya regulasi sebagai Pedoman
Penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD

Belum optimalnya implementasi SIPD dalam
perencanaan dan penganggaran

Belum optimalnya Tahapan dan jadwal proses
penyusunan dan pembahasan APBD

Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses
penyusunan SHSD

Kurang kooperatifnya SKPD dalam pengajuan
usulan standar harga

Belum optimalnya implementasi Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja

Masih terbatasnya kemampuan dan jumlah
Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan
keuangan daerah
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Pengelolaan dan
Penatausahaan Aset
Daerah Belum Optimal

Masih perlunya penyesuaian dalam
pelaksanaannya serta perlu menyusun
perkada baru yang mengacu pada PP No 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri No 77 Tahun 2020
tentang  pedoman = Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

Masih perlunya memperbarui Kartu Inventaris
Barang dengan segera, mengacu pada
Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah

Perencanaan kebutuhan BMD belum
memperhatikan aset yang dapat dioptimalkan.
Perlunya perencanaan kebutuhan BMD
dengan memperhatikan ketersediaan BMD
yang dapat dioptimalkan.

Pemahaman SDM
SKPD/Unit Kerja
terhadap Implementasi
Akuntansi berbasis
aktual belum optimal

Perlunya peningkatan kompentensi dan
kualitas SDM bagi pelaksana fungsi akuntansi
dan penatausahaan BMD, baik di entitas
SKPD maupun di entitas BPKPD.

Perlunya pemahaman dan kepedulian dari
berbagai pihak dalam penatausahaan BMD
dan penyusunan laporan akuntansi.

Tertib Pengelolaan
Keuangan Daerah
Belum Optimal

Belum optimalnya kesiapan perbankan dalam
memenuhi pelaksanaan transaksi non tunai

Belum optimalnya kesiapan pendampingan
dari Kemendagri dalam proses penatausahaan
agar dapat berjalan real time dan dapat
memenuhi ketentuan syarat salur Dana
Transfer yang ditentukan oleh Kementerian
Keuangan

Masih perlunya peningkatan kompetensi SDM,
baik dari level pendidikan maupun
keterampilan dan keahlian

Belum optimalnya penyaluran dana ke daerah
yang diiringi dengan kesiapan SDM karena
Perubahan aturan dari Pemerintah Pusat yang
sangat dinamis

Kurang aktif dan responsifnya SDM dalam
menghadapi perubahan yang sangat cepat dan
kurangnya budaya value creation (kreatif)

Masih
Rendahnya
Capaian
Pendapatan
Asli Daerah

Kurangnya
Pengawasan dan
Pemeriksaan Pajak
Daerah

Pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah
belum optimal.

Kurangnya Sosialisasi
dan Informasi tentang
pembayaran Pajak
Daerah

Sosialisasi dan informasi tentang pembayaran
pajak daerah belum optimal

Kualitas dan Kuantitas
SDM yang belum
memadai

Sumber daya manusia banyak yang sudah
berusia 50 tahun ke atas

Masih berefeknya
dampak perekonomian
dari pandemi Covid-19

Perekonomian belum sepenuhnya pulih
akibat dari pandemi covid, sehingga
mempengaruhi pendapatan daerah

Belum
Optimalnya
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Belum optimalnya
kesiapan SDM dalam
fungsi akuntansi
untuk menjalankan
pengelolaan BMD.

Perlu adanya Optimalisasi Peran PPK-SKPD
dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan
penyusunan Laporan keuangan SKPD, serta
Optimalisasi Peran Pejabat Penatausahaan
Barang dalam melaksanakan fungsi
pengelolaan BMD.
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Belum Sarana dan prasarana | e Belum optimalnya pengadaan dan
Optimalnya pada BPKPD pemeliharaan BMD di BPKPD Kabupaten
Pelaksanaan Kabupaten Kebumen Kebumen

Program kurang memadai

Penunjang

BPKPD

Kabupaten

Kebumen

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

B. Telaah Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-
2029, BPKAD, dan BAPPENDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-
2029
a. Telaah Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-

2029

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga
menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang
disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029
disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan capaian kinerja,
potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi
masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk Tahun 2025-

2029 adalah :

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan
Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif,

dan Berkeadilan”

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil
Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja
pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi
sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas
perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka
diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan
berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan 5 (lima)

Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yaitu:
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1. Mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

berkeadilan;

2. Meningkatkan

penerimaan negara,

kemandirian

baik dari

maupun pengelolaan aset negara;

fiskal

dengan

pajak, kepabeanan,

optimalisasi

cukai,

3. Menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal yang

kredibel dan berkelanjutan;

4. Meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif,

tepat sasaran,

dan memberikan dampak

kesejahteraan masyarakat;

langsung pada

5. Mengelola utang negara secara hati-hati dan berkelanjutan

untuk menjaga keberlanjutan fiskal;

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan,

akuntabel, dan modern berbasis digital;

7. Mendorong inklusi keuangan dan pembiayaan inovatif termasuk

pembiayaan hijau

tantangan global; dan

8. Meningkatkan

Kementerian Keuangan agar profesional,

kapasitas

(green  finance)

dan

adaptif terhadap perubahan.

dan respon terhadap
integritas SDM aparatur
berintegritas, dan

Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Keuangan

Tahun 2025-2029 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan

fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kebumen diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra
Kemenkeu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Permasalahan

Sasaran Jangka Menengah Faktor
No Pelayanan
K/L BPKPD Penghambat Pendorong
1 | Pengelolaan Fiskal yang | Belum Terbatasnya e Peraturan dan
Sehat dan Berkelanjutan | Optimalnya SDM dan Sarana | perundang-
adalah kebijakan fiskal yang | pengelolaan PAD | dan Prasarana | undangan yang

ekspansif Sasaran strategis
yang ingin dicapai dalam
tujuan Penerimaan Negara
yang Optimal adalah
penerimaan negara dari
sektor pajak, kepabeanan
dan cukai serta PNBP yang
optimal

serta kesadaran
masyarakat dan
wajib pajak yang
dalam
memenuhi
kewajiban
peajakannya
yang belum
sepenuhnya baik

berlaku untuk
memungut
PDRD

e Kemajuan IT

e Dukungan dari
berbagai pihak
baik internal
maupun
eksternal
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Sasaran Jangka Menengah R Faktor
No K/L Pelayanan
/ BPKPD Penghambat Pendorong
2 | Pengelolaan Belum Masih Penyelenggaraan
Perbendaharaan,Kekayaan optimalnya rendahnya Bimtek
Negara, dan Pembiayaan | Koordinasi antar | kapasitas dan | Pengelolaan
yang Akuntabel dan | perangkat kualitas SDM | Keuangan
Produktif dengan Risiko | daerah terkait | aparatur = yang | Daerah
yang Terkendali adalah pengelolaan memahami
keuangan daerah | pengelolaan
keuangan
daerah
Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.
b. Telaah Rencana Strategi BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2025-2029
Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Tujuan
dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik
Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
a. Terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang
sesuai kaidah perundangan.
2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset
Daerah.
Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
a. Terwujudnya manajemen dan administrasi aset daerah.
Hubungannya antara Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029 dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 2.13
Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra
BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah Pe;:rllaa;::laal;an Haktor
BPKAD Prov.Jateng BPKPD Penghambat Pendorong
1 | Terwujudnya tata kelola | Belum Terbatasnya e Peraturan dan
keuangan pemerintah | Optimalnya tata | kapasitas SDM | perundang-
daerah yang sesuai kaidah | kelola keuangan | dan Sarana dan | undangan yang
perundangan pemerintah Prasarana berlaku.
daerah. e Bimtek
Pengelolaan
Keuangan

Daerah
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Terwujudnya manajemen
dan administrasi aset
daerah

Belum
optimalnya
pengelolaan
manajemen dan
administrasi
asset daerah

Terbatasnya
kapasitas SDM
dan Sarana dan
Prasarana

e Peraturan dan
perundang-
undangan yang
berlaku.

e Bimtek
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

c. Telaah Rencana Strategi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Tujuan dan

Sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya pajak daerah

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan pajak daerah

Meningkatnya retribusi Daerah.

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Persentase

pendapatan lain

peningkatan

penerimaan

retr

. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Nilai kepuasan masyarakat

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP perangkat daerah

ibusi dan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Hubungannya antara Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kebumen diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14

Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra
BAPENDA Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Rl BEe SR
No Bapenda Prov.Jateng Pelayanan Penghamb d
: BPKPD ghambat Pendorong
1 | Meningkatnya pajak daerah | Belum Terbatasnya e Peraturan dan
Optimalnya kapasitas SDM | perundang-
penggalian dan Sarana dan | undangan yang
potensi pajak | Prasarana berlaku.
daerah. e Bimtek
Pengelolaan
pendapatan
daerah
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Meningkatnya retribusi | Belum Terbatasnya e Peraturan dan
daerah optimalnya kapasitas SDM | perundang-
pengelolaan dan | dan Sarana dan | undangan yang
penggalian Prasarana berlaku.
potensi retribusi e Bimtek
daerah Pengelolaan
Retribusi
Daerah
Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.
. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Kebumen

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab
permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi

permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya
kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu
perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan
didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi
di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan
menjadi

acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan pembangunan di berbagai  bidang, serta
mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten
Kebumen sehingga selaras dengan JMD, JPD, serta dokumen
perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan  produk
perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk
perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata
ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan
Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi
wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan
ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta
mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas
ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya
dukung dan daya tamping lingkungan. Hal tersebut diarahkan
untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga
dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan
manajemen  perkotaan

memperhatikan  pengendalian

yang

pemanfaatn ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan
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manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan
aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis
sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam
menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang
telah dutetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap
RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU No. 26
Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan
revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk

sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR.

. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
Kebumen (tambahkan teori tentang KLHS)

Dari hasil sinkronisasi dengan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Kabupaten Kebumen, maka BPKPD Kabupaten
Kebumen selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang keuangan,

tidak berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW.

. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Visi Bupati dan Wakil Bupati yag dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Berdaya”

Kebumen Beriman - Maju — Sejahtera - Berbudaya

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat
Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya
kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa
Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang
mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang
berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan
berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada
wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa
dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai
keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen.
Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang
ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di Tahun 2029.

Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan
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pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5
tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD
Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. Beriman: Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya
ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten
Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan
banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang
senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai
keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap
moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.

2. Maju: Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan
ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat
melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
(SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya
ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi
digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan
desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus
rumah  tangganya  sendiri, serta adanya = pemerataan
pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar
berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah
yang tangguh terhadap bencana.

3. Sejahtera: Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan
dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan,
sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar
lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor
pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi
lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan
ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan
dan ketertinggalan.

4. Berbudaya: Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan
untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga
jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya
memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan,
gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan
yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan

dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai
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kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak
peninggalan  bersejarah yang harus dilestarikan dan
dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.
Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu
menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upayaupaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu
dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan
kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai
visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan
kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka
dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar
yang Berkeadilan dan Inklusif. Misi ini mendukung upaya
mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang
hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui
kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan
kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih,
perumahan, pengurangan  pengangguran, pembangunan
berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

2. MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor
Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM
yang Inovatif dan Berkelanjutan. Misi ini mendukung upaya
mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang
hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor
sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata,
UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang
berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan
sistem digitalisasi.

3. MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang
berwawasan lingkungan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan
pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak
diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur
dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses

sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses
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menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-
kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai
kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa
dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh
bencana melalui pelestarian lingkungan.

4. MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
ngopeni, ngayomi dan ngayemi. Misi ini mendukung upaya
mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang
hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang
salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat
partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis
digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum
mudamelalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD
dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun
atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal. Misi ini
mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya.
Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen
Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai
kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai,
tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah
memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya
lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional
khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi
fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Mendasari RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 dengan

Visi Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman, Maju dan Berbudaya,

BPKPD Kabupaten Kebumen turut serta dalam Penyelenggaran

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik. BPKPD Kabupaten

Kebumen turut serta membangun sistem dan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi

dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi
yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel,
adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi

digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa
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sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan
infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi
geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap
bencana yang masuk menjadi misi ke 4 Bupati Kebumen.

BPKPD Kabupaten Kebumen juga mendukung Program
Bupati “ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif dengan selalu berupaya
memastikan target pendapatan daerah dapat senantiasa tercapai

guna mendukung kelancaran program unggulan Bupati Kebumen.
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Tabel 2.15

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2025-2029

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
NO MISI TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN PROGRAM PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Mewujudkan tata | Mengimpleme | Indeks Meningkatnya | 1. Nilai . Program 1.Nilai SAKIP
kelola ntasikan Reformasi Akuntabilitas SAKIP Penunjang Perangkat Daerah
pemerintahan reformasi Birokrasi Kinerja Urusan
yang baik, bersih, | birokrasi di Perangkat Pemerintahan 2.Nilai IKM Perangkat
ngopeni, ngayomi, | seluruh Daerah Daerah Daerah
dan ngayemi bidang Kabupaten/Kota
pembangunan . Program 3.Presentase capaian
pengelolaan pengelolaan
keuangan keuangan daerah
Daerah
. Program 4 .Persentase Laporan
pengelolaan BMD yang disusun
barang milik sesuai dengan
daerah ketentuan
. Program
pengelolaan 5.Presentase capaian
pendapatan pendapatan daerah
daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
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2.2.2. Isu Strategis BPKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan BPKPD Kebumen, telaah
dokumen Renstra Kemenkeu dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2025-2029, isu strategis pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah

di BPKPD Kabupaten Kebumen 2025 - 2029 adalah pada Tabel 2.16
berikut:



Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPKPD Kebumen
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Tabel 2.16

Potensi Daerah Yang
Menjadi Kewenangan

Permasalahan PD

Isu KLHS Yang
Relevan dengan
BPKPD

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BPKPD Kebumen

Global

Regional

Nasional

Isu Strategis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Kapasitas
pengelolaan keuangan
daerah (WTP)

1. Ketergantungan fiskal
terhadap pemerintah
pusat

1. Tata kelola
pemerintahan yang
akuntabel dan
transparan

1. Digitalisasi
layanan publik dan
tata kelola keuangan

1. Dinamika fiskal
provinsi dan
kab/kota

1. Perubahan
regulasi keuangan
daerah (UU No. 1
Tahun 2022 tentang
HKPD)

1. Masih adanya
Ketergantungan fiskal
terhadap pusat

2. Potensi Pendapatan
Asli Daerah (pajak,
retribusi, dan lain-lain
PAD yang sah)

2. Pendapatan Asli Daerah
belum tergarap optimal

2. Pemanfaatan
teknologi informasi
untuk efisiensi dan
transparansi

2. Tuntutan
transparansi fiscal

2. Persaingan
peningkatan PAD
antar daerah

2.Transformasi
digital sistem
perpajakan daerah

2. Masih perlunya
Pengelolaan Potensi
Pendapatan Asli Daerah
belum optimal

3. Aset daerah
berpotensi produktif

3. Pengelolaan dan
pemanfaatan Barang Milik
Daerah belum optimal

3. Konsistensi
perencanaan dan
penganggaran

3. Optimalisasi aset
publik berbasis
kinerja

3. Digitalisasi
pengelolaan aset
daerah

3. Penguatan PAD
melalui optimalisasi
aset daerah

3. Masih
perlunyapengelolaan Aset
daerah yang belum
produktif

4. Infrastruktur SPBE
dan sistem
pengelolaan keuangan
daerah

4. Digitalisasi layanan
pengelolaan keuangan dan
pendapatan daerah belum
terintegrasi

4. Peningkatan
kualitas pelayanan
public

4. Digital governance

4. Implementasi
SPBE pemerintah
daerah

4.Implementasi
SIPD-RI dan
kebijakan SPBE
nasional

4. Peningkatan Tantangan
digitalisasi layanan
pengelolaan keuangan
daerah

5. Regulasi
pengelolaan keuangan
dan pendapatan
daerah

5. Perubahan regulasi
keuangan dan perpajakan
daerah yang dinamis

5. Kepastian hukum
dan tata kelola
pemerintahan yang
baik

5. Reformasi tata
kelola sektor public

5. Penyesuaian
kebijakan fiskal
daerah

5. Harmonisasi
regulasi keuangan
daerah

5. Masih perlunya
perubahan regulasi
keuangan dan perpajakan
daerah

6. Kualitas pelayanan
publik bidang
keuangan daerah

6. Tuntutan pelayanan
pengelolaan keuangan
yang cepat dan transparan

6. Pelayanan publik
yang berkeadilan dan
responsive

6. Good governance

6. Meningkatnya
ekspektasi
masyarakat

6. Reformasi
birokrasi dan
peningkatan kualitas
layanan publik

6. Peningkatan Tuntutan
pelayanan pengelolaan
keuangan yang cepat dan
transparan

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Renstra BPKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian
target ini dapat merupakan wukuran kinerja faktor-faktor kunci
keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi
dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan
adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai
arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa
mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata
dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah Meningkatnya
Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah.
Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib
maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam = waktu
tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat
diukur. Adapun sasaran yang akan dicapai BPKPD adalah meningkatnya
pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel serta
meningkatnya pendapatan asli daerah yang berkualitas.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPD Kabupaten
Kebumen dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan
dalam Tabel 3.1.
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Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2029

Kondisi awal

Taget Kinerja Pada Tahun

. Indikator Kondisi akhir RPJMD (akhir
No. Tujuan Sasaran . Satuan
Tujuan/Sasaran 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030)
1 | Meningkatnya Opini BPK Atas | Nilai WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Kemandirian Laporan
Keuangan Keuangan
Pacrah dan Derajat Otonomi % 15,43 | 15,43 | 17,00 | 17,25 | 17,50 | 17,75 | 18,00 18,00
Tata Kelola Fiskal Daerah
Keuangan
Daerah Meningkatnya | Indeks Indeks | 72,25 | 72,25 | 73,00 | 74,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 78,00
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Keuangan Daerah
daerah yang
efisien dan
akuntabel
Meningkatnya | Tingkat % 4,40 4,40 4,50 450 4.60 4,60 4.70 4,70
Pendapatan Pertumbuhan
Asli Daerah PAD
yang Rasio Pajak % 0,40 0,60 0,62 0,63 0,64 0,65 0,65 0,65
berkualitas Daerah terhadap

PDRB

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
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penghitungan yang pasti

persoalan.

dibandingkan dengan teknik yang

Cara atau

adalah keseluruhan
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3.2 Strategi dan Arah Kebijakan BPKPD

untuk mencapai

langkah dirumuskan

cara

lebih sempit,

atau

langkah  dengan
tujuan atau mengatasi
lebih bersifat

makro

dan merupakan

rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan

dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-

program.
Tabel 3.2
Penahapan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V

(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
Penguatan Peningkatan Optimalisasi Penguatan Perwujudan
dasar tata kelola | integrasi dan | pendapatan inovasi dan | kemandirian
pengelolaan konsolidasi daerah dan | kualitas fiskal  daerah
keuangan, sistem peningkatan pelayanan melalui
pendapatan, pengelolaan kualitas publik di | konsolidasi
dan aset daerah | keuangan pengelolaan bidang seluruh
melalui daerah, aset  berbasis | keuangan dan | capaian
penataan data, | perpajakan digital melalui | perpajakan pembangunan,
penyempurnaan | daerah, dan | penguatan daerah  yang | optimalisasi
sistem manajemen pengendalian sepenuhnya Pendapatan
informasi, aset, disertai | internal serta | berbasis Asli Daerah,
peningkatan penguatan pengembangan | digital, pemanfaatan
kapasitas ekstensifikasi inovasi layanan | didukung aset strategis,
sumber daya | dan perpajakan peningkatan serta
manusia, serta | intensifikasi daerah untuk | transparansi penguatan tata
penertiban Pendapatan Asli | meningkatkan pengelolaan kelola
administrasi Daerah guna | efektivitas dan | APBD serta | keuangan
aset sebagai | mengurangi efisiensi kinerja | percepatan daerah yang
fondasi ketergantungan | fiskal. pemanfaatan profesional,
penguatan fiskal terhadap aset daerah | akuntabel, dan
kinerja fiskal | transfer secara berkelanjutan.
daerah. pemerintah produktif dan

pusat. berkelanjutan

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

Arah kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk
mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud
tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
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tercapainya kelancaran dan keteaduan dalam perwujudan sasaran,

tujuan serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Keterkaitan rumusan antara tujuan dan sasaran serta strategi dan

arah kebijakan secara singkat dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Operasinalisasi NPSK Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD Ket.
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Peningkatan Pengelolaan | Peningkatan kualitas

Kemandirian Keuangan
Daerah dan Tata Kelola
Keuangan Daerah

Keuangan Daerah
berbasis program
Pembangunan yang
efektif dan efisien

pengelolaan keuangan
daerah yang tertib,
akuntabel, transparan, dan
sesuai regulasi untuk
mendukung kemandirian
fiskal daerah

Peningkatan koordinasi
antar perangkat daerah
baik dari segi
perencanaan,
pelaksanaan, monitoring
maupun evaluasi

Peningkatan koordinasi dan
integrasi antar perangkat
daerah dalam perencanaan
dan penganggaran melalui
pemanfaatan SIPD-RI secara
optimal guna menjamin
konsistensi dokumen
perencanaan, efektivitas
pelaksanaan anggaran, serta
akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah.

Peningkatan kemandirian
Pembangunan melalui
pengelolaan pendapatan
daerah berbasis
ekstensifikasi dan
intensifikasi

Optimalisasi pendapatan
daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi pajak dan
retribusi daerah berbasis
data dan digitalisasi

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa ataukesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh
BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 terdiri dari 4 program dan
13 kegiatan dan 54 sub kegiatan diharapkan program-program ini
nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi

masyarakat luas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan

yaitu :
Tabel 4.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
1. | Program Penunjang | 1. Perencanaan, 1. Penyusunan dokumen
Urusan Penganggaran, dan perencanaan perangkat daerah
Pemerintahan Evaluasi Kinerja | 2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
Daerah Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota 2. Administrasi Keuangan | 1. Penyediaan gaji dan tunjangan
Perangkat Daerah ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan
SKPD
3. Administrasi 1. Bimbingan teknis implementasi
Kepegawaian Perangkat peraturan perundang-undangan
Daerah
4. Administrasi Umum | 1. Penyediaan bahan logistik kantor
Perangkat Daerah 2. Barang cetakan dan penggandaan
3. Bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4. Penyediaan bahan material
S. Penyelenggaraan rapat koordinasi
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dan konsultasi SKPD

Pemerintahan Daerah

6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada
SKPD
. Pengadaan Barang Milik | 1. Pengadaan kendaraan dinas
Daerah Penunjang operasional atau lapangan
Urusan Pemerintah | 2. Pengadaan mebel
Daerah 3. Pengadaan peralatan dan mesin
lainnya
4. Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
. Penyediaan Jasa | 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Penunjang Urusan | 2. Penyediaan  jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pelayanan umum

. Pemeliharaan

Barang
Milik Daerah

—

. Penyediaan

. Pemeliharaan/rehabilitasi

jasa  pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas
operasional atau lapangan
Pemeliharaan peralatan dan mesin
lainnya

gedung
kantor dan bangunan lainnya

Program
Pengelolaan
Keuangan Daerah

. Koordinasi dan

Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

. Koordinasi dan

. Koordinasi dan

. Koordinasi dan

. Koordinasi dan Penyusunan KUA

dan PPAS

Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

Koordinasi Perencanaan Anggaran
Belanja Daerah

2. Koordinasi dan

Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

. Koordinasi

dan Pengelolaan Kas
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Pihak Ketiga

. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan

Pengeluaran Kas serta Pemungutan
dan Pemotongan atas SP2D dengan
instansi terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

3. Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan Daerah

. Koordinasi

. Konsolidasi

Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Laporan Keuangan




SKPD,BLUD, dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

. Koordinasi dan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Kota

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan,
dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

. Pembinaan Pengelolaan Keuangan

BLUD Kabupaten/Kota

Daerah

4. Penunjang
Kewenangan

Pengelolaan Keuangan

. Analisis Perencanaan dan

Penyaluran Bantuan Keuangan

. Pengelolaan Dana Darurat dan

Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Program 1. Pengelolaan
Milik Daerah

. Penyusunan

Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah

. Penatausahaan Barang Milik

Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

. Pembinaan Pengelolaan Barang

Milik Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Daerah
Pendapatan Daerah

Program 1. Pengelolaan Pendapatan

® N o

10.

. Analisa dan pengembangan pajak

daerah, serta
kebijakan pajak daerah

penyusunan

. Penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan pajak daerah

. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan pendaftaran objek
pajak daerah

. Pengolahan, pemeliharaan, dan

pelaporan basis data pajak daerah
Penetapan wajib pajak daerah
Penagihan pajak daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah

. Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.
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Tabel 4.2

Program Perangkat Daerah

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BASELINE
BIDANG URUSAN / INDIKATOR DAERAH
PROGRAM OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
A JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
5.02 - KEUANGAN 757.591.777.809 761.506.033.766 763.127.930.446 765.508.719.166 765.838.371.520
5.02.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 21.076.593.943 21.530.596.144 21.801.774.415 22.823.006.913 23.209.915.811
KABUPATEN/KOTA
5.02.0.00.0.00.04.0000
Meningkatnya Kualitas o [ZHAIDAN
Pelaksanaan Kinerja DMIEE) SR (et 76,6 70,03 21.076.593.943 71,27 21.530.596.144 72,51 21.801.774.415 73,76 22.823.006.913 75,00 23.200.915.811 | ENGELOLAAN
P Daerah (Nilai) KEUANGAN DAN
erangkat Daerah PENDAPATAN
DAERAH
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Perangkat Daerah 89,63 90,40 90,45 90,50 90,55 90,60
(Indeks)
5.02.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN KEUANGAN 730.673.183.866 734.083.421.763 735.164.990.031 736.530.788.521 736.418.259.502
DAERAH
5.02.0.00.0.00.04.0000
Persentase Capaian o DAY
Meningkatnya tata kelola PENGELOLAAN
keuangan daerah Pengeloloaan Keuangan 95 95,4 730.673.183.866 95,6 734.083.421.763 95,8 735.164.990.031 96 736.530.788.521 96,2 736.418.259.502 KEUANGAN DAN
PEEED () PENDAPATAN
DAERAH
5.02.03 - PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG 992.000.000 981.240.000 1.201.952.000 1.037.178.928 1.057.122.507
MILIK DAERAH
5.02.0.00.0.00.04.0000
- BADAN
. Persentase Laporan BMD
Meningkatnya tata kelola A H PENGELOLAAN
Barang Milik Daerah yang disusun sesuai 100 100 992.000.000 100 981.240.000 100 1.201.952.000 100 1.037.178.928 100 1.057.122.507 KEUANGAN DAN
dengan ketentuan (%) PENDAPATAN
DAERAH
5.02.04 - PROGRAM
PENGELOLAAN 4.850.000.000 4.910.775.859 4.959.214.000 5.117.744.804 5.153.073.700
PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.04.0000
WiEls) e (pye Persentase Capaian PgﬁlgAE'\leLAAN
ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Daerah (%) 102,4 100 4.850.000.000 100 4.910.775.859 100 4.959.214.000 100 5.117.744.804 100 5.153.073.700 KEUANGAN DAN
PEMEETENER PENDAPATAN

DAERAH




63

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
NPSK dan
Sasaran .
RPJMD Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ K.eglatan/ SLL)
Kegiatan
yang
Relevan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Meningkatkan Opini BPK atas Laporan
kemandirian Keuangan Pemerintah
keuangan daerah Daerah
dan tata kelola Derajat Otonomi Fiskal
keuangan daerah Daerah
Meningkatnya Indeks Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan
Daerah yang
Efisien dan
Akuntabel
Meningkatnya Tingkat Pertumbuhan
Pendapatan Asli PAD
Daerah yang Rasio Pajak Daerah
berkualitas Terhadap PDRB
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Program Penunjang Urusan

Kualitas Pelaksanaan
Kinerja Perangkat
Daerah

Daerah

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
(Dokumen)

Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Penyusunan dokumen
perencanaan perangkat
daerah
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Terlaksananya Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Terlaksananya
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Bulan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Terlaksananya Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan
Penatausahaan dan Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Keuangan SKPD Keuangan SKPD

Terlaksananya Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaian
Administrasi Mengikuti Bimbingan Perangkat Daerah

Kepegawaian Perangkat
Daerah

Teknis

Terlaksananya Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang
Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Undangan
Terlaksananya Jumlah Bulan Administrasi Umum
Administrasi Umum Penyediaan Perangkat
Perangkat Daerah Administrasi Umum Daerah

Perangkat Daerah

Tersedianya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Tersedianya Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
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Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Tersedianya Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material
Bahan/Material Bahan/Material yang

Disediakan
Terlaksananya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Terlaksananya
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Terlaksananya
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Disediakan

Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Tersedianya Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

Pengadaan Mebel

Tersedianya Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya yang
Disediakan

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Tersedianya Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Bulan
Penyediaan Jasa
Penunjang urusan
penunjang pemerintah
daerah

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Terlaksananya
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
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Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah unit
pemeliharaan barang
milik daerah penunjang
urusan pemerintah
daerah

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Meningkatnya tata
kelola keuangan
daerah

Persentase Capaian
Pengelolaan Keuangan
Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Terlaksananya
Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

Jumlah Dokumen
Anggaran dan Regulasi

Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

Tersusunnya KUA dan
PPAS

Jumlah Dokumen KUA
dan PPAS yang Disusun

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS
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Tersusunnya Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS yang
Disusun

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Tersusunnya Peraturan
Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

Jumlah Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD

Tersusunnya Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Jumlah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Tersusunnya Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

Jumlah Dokumen
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Anggaran
Belanja Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

Terlaksananya
Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Jumlah dokumen
Penatausahaan
Keuangan Daerah yang
disusun

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Terlaksananya Koordinasi
dan Pengelolaan Kas
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

Terlaksananya Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) dan Laporan Hasil
Koordinasi dalam rangka
Penyusunan Laporan

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/
Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK)
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Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)

Terlaksananya
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Rekonsiliasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
atas SP2D dengan Instansi
Terkait

Tersedianya Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

Jumlah Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan
yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

Terlaksananya Pembinaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan

Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Pemerintah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Penyampaian Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah Tepat Waktu

Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Tersedianya Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Koordinasi Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran




69

Terlaksananya
Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan
Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang
Terkonsolidasi

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Tersedianya Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang

Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran

Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota

Terlaksananya Pembinaan | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi,

Akuntansi, Pelaporan dan

Pembinaan Akuntansi,

Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Pemerintah

Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan | Jumlah BLUD Pembinaan Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota yang Keuangan BLUD
BLUD Kabupaten/Kota Dibina Kabupaten/Kota

Tersusunnya Laporan
Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Jumlah Laporan
Kegiatan Penunjang
Urusan Keuangan

Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tersedianya Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Jumlah Laporan Hasil
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Terkelolanya Dana
Darurat dan Mendesak

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak

Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak
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Terkelolanya Dana bagi
Hasil Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana bagi
Hasil Kabupaten/Kota

Pengelolaan Dana bagi Hasil
Kabupaten/Kota

Meningkatnya tata
kelola Barang
Milik Daerah

Persentase Laporan
BMD yang disusun
sesuai dengan
ketentuan

PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Meningkatnya tata kelola
Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen
pengelolaan BMD yang
sesuai dengan Peraturan
Perundangundangan

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Tersedianya Standar
Harga

Jumlah Standar Harga
yang Disusun

Penyusunan Standar Harga

Terlaksananya
Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik
Daerah

Terlaksananya
Pengamanan Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengamanan Barang
Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik
Daerah

Terlaksananya
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

Terlaksananya Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

Meningkatnya upaya
ekstensifikasi dan
intensifikasi
pendapatan

Persentase Capaian
Pendapatan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

Terlaksananya Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jenis Pajak Daerah yang
dikelola

Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
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Tersedianya Hasil Analis
Pajak Daerah serta
Terlaksananya
Pengembangan Pajak
Daerah dan Kebijakan
Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Analis Pajak Daerah serta
Pengembangan Pajak
Daerah dan Kebijakan
Pajak Daerah

Analisa dan Pengembangan
Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah

Terlaksananya
Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penyuluhan
dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah

Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Pajak Daerah

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Pajak Daerah

Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah

Tersedianya Data Objek
Pajak, Subjek Pajak dan
Wajib Pajak Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak
Daerah, Subjek Pajak dan
Wajib Pajak Daerah

Pendataan dan Pendaftaran
Objek Pajak Daerah

Tersedianya Dokumen
Ketetapan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen
Ketetapan Pajak Daerah

Penetapan Wajib Pajak
Daerah

Terlaksananya Penagihan
Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penagihan
Pajak Daerah

Penagihan Pajak Daerah

Terlaksanannya
Pemeriksaan serta
Pengendalian dan
Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Pemeriksaan serta
Pengendalian dan
Pengawasan Pajak
Daerah

Pengendalian, Pemeriksaan
dan Pengawasan Pajak
Daerah

Terlaksananya Pembinaan
dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan
Retribusi Daerah

Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Terlaksananya Upaya
Mengubah Transaksi
Tunai Menjadi Non Tunai

Jumlah Laporan
Perkembangan
Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah

Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.
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4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

5

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

757.591.777.809

Tabel 4.4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

761.506.033.766

763.127.930.446

765.508.719.166

765.838.371.520

5,02 KEUANGAN 757.591.777.809 761.506.033.766 763.127.930.446 765.508.719.166 765.838.371.520
5,02,01 PROGRAM 21.076.593.943 21.530.596.144 21.801.774.415 22.823.006.913 23.209.915.811
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Nilai SAKIP 76,60 76,70 76,75 76,80 76,85 76,90
Kualitas Perangkat
Pelaksanaan Kinerja Daerah (Dengan
Perangkat Daerah Satuan:Nilai)
Meningkatnya IKM Perangkat 89,63 90,40 90,45 90,50 90,55 90,60
Kualitas Daerah (Dengan
Pelaksanaan Kinerja Satuan:Indeks)
Perangkat Daerah
5.02.01.2.01 Perencanaan, 101.000.000 100.420.000 106.079.951 105.080.400 105.080.400
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perencanaan, Jumlah Dokumen 10 10 10 10 10 1
Penganggaran, dan | Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah PerangkatDaer
ah(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan 70.000.000 70.000.000 73.827.551 72.828.000 72.828.000
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Tersusunnya Jumlah 5 5 5 5 5 6
Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan




Perangkat Daerah

Perangkat
Daerah  (Dengan
Satuan:Dokumen)
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5.02.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

31.000.000

30.420.000

32.252.400

32.252.400

32.252.400

Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifik
asi Keuangan
SKPD (Dengan
Satuan:Dokumen)

Terlaksananya Jumlah Laporan 5 5 5 5 5 5
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah  (Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.01.2.02 Administrasi 17.995.777.917 18.467.148.972 18.981.416.687 19.869.999.297 20.266.043.853
Keuangan
Perangkat Daerah
Administrasi Jumlah Bulan 12 12 12 12 12 12
Keuangan Administrasi
Perangkat Daerah Keuangan
Perangkat
Daerah (Dengan
Satuan:Bulan)
5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan 17.845.777.917 18.317.148.972 18.831.416.687 19.719.999.297 20.116.043.853
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang 92 92 92 92 92 92
Tunjangan ASN yang Menerima
Gaji dan
Tunjangan ASN
(Dengan
Satuan:Orang/bul
an)
5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Terlaksananya Jumlah Dokumen 12 12 12 12 12 12




5.02.01.2.05

Administrasi

100.000.000
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101.600.000

102.232.000

103.232.000

103.232.000

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Kepegawaian
Perangkat Daerah
Administrasi Jumlah Pegawai 92 92 92 92 92 92
Kepegawaian yang Mengikuti
Perangkat Daerah Bimbingan
Teknis (Dengan
Satuan:Orang)
5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis 100.000.000 101.600.000 102.232.000 103.232.000 103.232.000
Implementasi
Peraturan
Perundang-Undangan
Terlaksananya Jumlah Orang 92 92 92 92 92 92
Bimbingan  Teknis yang Mengikuti
Implementasi Bimbingan
Peraturan Teknis
Perundang- Undangan | Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan (Dengan
Satuan:Orang)
5.02.01.2.06 Administrasi Umum 489.000.000 495.180.000 500.667.600 513.667.600 499.727.200
Perangkat Daerah
Administrasi Umum Jumlah Bulan 12 12 12 12 12 12
Perangkat Daerah Penyediaan
Administrasi
Umum Perangkat
Daerah (Dengan
Satuan:Bulan)
5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan 18.000.000 18.360.000 18.727.200 18.727.200 18.727.200

Tersedianya
Komponen

Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan
(Dengan
Satuan:Paket)




5.02.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

160.000.000
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163.200.000

166.464.000

166.464.000

160.000.000

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Tersedianya Bahan Jumlah Paket 12 12 12 12 12 12
Logistik Kantor Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan
(Dengan
Satuan:Paket)
5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang 40.000.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.000.000
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Jumlah Paket 12 12 12 12 12 12
Cetakan dan Barang Cetakan
Penggandaan dan Penggandaan
yang Disediakan
(Dengan
Satuan:Paket)
5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.282.800 7.000.000
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Jumlah Dokumen 12 12 12 12 12 12
Bacaan dan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- | Peraturan
undangan Perundang-
Undangan yang D i
sediakan
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan 80.000.000 81.600.000 83.232.000 83.232.000 80.000.000
Bahan/Material
Tersedianya Jumlah Paket 1 1 1 1 1 1
Bahan/Material Bahan/Material
yang Disediakan
(Dengan
Satuan:Paket)
5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan 180.000.000 180.000.000 180.000.000 193.000.000 190.000.000
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Terlaksananya Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan | Rapat Koordinasi
Konsultasi SKPD dan Konsultasi
SKPD (Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip 4.000.000 4.080.000 4.161.600 4,161.600 4.000.000
Dinamis pada SKPD
Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 1 1 1 1 1
Penatausahaan Arsip Penatausahaan
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis
pada SKPD
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang 291.638.185 464.149.331 262.445.536 301.628.535 253.728.867
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Barang Jumlah Unit 12 12 12 13 13 1
Milik Daerah Pengadaan
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintah Daerah Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah (Dengan
Satuan:Unit)
5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan 86.638.185 359.149.331 157.445.536 156.992.979 129.093.311
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Tersedianya Jumlah Unit 3 3 4 5 5 4
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan yang
Disediakan
(Dengan
Satuan:Unit)
5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 24.635.556 24.635.556
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Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Penyediaan Jasa
Surat  Menyurat
(Dengan

Tersedianya Mebel Jumlah Paket 4 4 4 4 4 4
Mebel yang
Disediakan
(Dengan
Satuan:Unit)
5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 120.000.000 100.000.000
Peralatan dan
Mesin Lainnya
Tersedianya Peralatan | Jumlah Unit 4 4 4 4 4 3
dan Mesin Lainnya Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang Disediakan
(Dengan
Satuan:Unit)
5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung 100.000.000 0 0 0 0
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Tersedianya Gedung Jumlah Unit 1 1 0 0 0 0
Kantor atau Bangunan | Gedung Kantor
Lainnya atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
(Dengan
Satuan:Unit)
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa 1.424.177.841 1.401.397.841 1.391.499.841 1.413.966.281 1.418.590.002
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Bulan 12 12 12 12 12 12
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
Pemerintahan Penunjang
Daerah urusan
penunjang
pemerintah
daerah (Dengan
Satuan:Bulan)
5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa 5.000.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040 5.412.161
Surat Menyurat
Terlaksananya Jumlah Laporan 12 12 12 12 12 12
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Satuan:Laporan)

5.02.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

310.000.000

316.200.000

316.200.000

322.524.000

325.000.000

Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

pemeliharaan
barang milik
daerah
penunjang
urusan
pemerintah
daerah (Dengan
Satuan:Unit)

Tersedianya Jasa Jumlah Laporan 12 12 12 12 12 12
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
(Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa 1.109.177.841 1.080.097.841 1.070.097.841 1.086.136.241 1.088.177.841
Pelayanan Umum
Kantor
Tersedianya Jasa Jumlah Laporan 12 12 12 12 12 12
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
(Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.01.2.09 Pemeliharaan 675.000.000 500.700.000 457.432.800 515.432.800 563.513.489
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Jumlah unit 62 62 62 62 62 62




5.02.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan

240.000.000

79

241.640.000

246.372.800

251.372.800

250.000.000

Keuangan

Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan 40 40 40 40 40 40
Pemeliharaan, Biaya | Dinas Operasional
Pemeliharaan, atau Lapangan
Pajak dan yang Dipelihara
Perizinan Kendaraan dan dibayarkan
Dinas Operasional Pajak dan
atau Lapangan Perizinannya
(Dengan
Satuan:Unit)
5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan 60.000.000 59.060.000 61.060.000 64.060.000 65.000.000
Peralatan dan
Mesin Lainnya
Terlaksananya Jumlah Peralatan 20 20 20 20 20 20
Pemeliharaan dan Mesin Lainnya
Peralatan dan Mesin yang
Lainnya Dipelihara
(Dengan
Satuan:Unit)
5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabi 375.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 248.513.489
litasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung 2 2 2 2 2 2
Pemeliharaan/Rehabil | Kantor dan
itasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya
dan Bangunan yang
Lainnya Dipelihara/Direha
bilitasi (Dengan
Satuan:Unit)
5,02,02 PROGRAM 730.673.183.866 734.083.421.76 735.164.990.031 736.530.788.521 736.418.259.502
PENGELOLAAN 3
KEUANGAN DAERAH
Meningkatnya tata Persentase 95,00 95,40 95,60 95,80 96,00 96,20
kelola Keuangan Capaian
Daerah Pengelolaan
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Daerah (Dengan

Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang

Daerah tentang
APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang

Satuan:Persen)
5.02.02.2.01 Koordinasi dan 862.000.000 874.440.000 875.256.000 1.136.518.400 897.015.848
Penyusunan
Rencana Anggaran
Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 11 11 11 11 11 11
Penyusunan Anggaran dan R
Rencana Anggaran egulasi
Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 122.000.000 120.000.000
Penyusunan KUA
dan PPAS
Tersusunnya KUA dan Jumlah Dokumen 2 2 2 2 2 2
PPAS KUA dan PPAS
yang Disusun
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan 70.000.000 71.400.000 71.400.000 71.400.000 72.828.000
Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS
Tersusunnya Jumlah Dokumen 2 2 2 2 2 2
Perubahan KUA dan Perubahan KUA
Perubahan PPAS dan Perubahan
PPAS yang
Disusun (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan 276.000.000 279.120.000 279.120.000 281.120.000 286.342.400
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD
Tersusunnya Jumlah Peraturan 2 2 2 2 2 2
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Penjabaran APBD

Penjabaran APBD
(Dengan
Satuan:Dokumen)

Anggaran Belanja
Daerah

5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan 241.000.000 245.820.000 245.820.000 250.736.400 255.751.128
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD dan Peraturan
Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Tersusunnya Jumlah Peraturan 2
Peraturan Daerah Daerah tentang
tentang Perubahan Perubahan APBD
APBD dan Peraturan | dan Peraturan
Kepala Daerah Kepala Daerah
tentang Penjabaran tentang
Perubahan APBD Penjabaran
Perubahan
APBD  (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan 115.000.000 117.300.000 117.300.000 369.646.000 119.646.000
Penyusunan Regulasi
serta Kebijakan
Bidang Anggaran
Tersusunnya Regulasi | Jumlah Dokumen 2
serta Kebijakan Regulasi serta
Bidang Anggaran Kebijakan Bidang
Anggaran (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi 40.000.00 40.800.000 41.616.000 41.616.000 42.448.320
Perencanaan

Terlaksananya
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Belanja
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Belanja Daerah
(Dengan
Satuan:Dokumen)
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Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemoton
gan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak

Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pem
otongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) dan

5.02.02.2.02 Koordinasi  dan 523.000.000 528.740.000 528.740.000 536.740.000 546.674.800
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah
Koordinasi  dan Jumlah dokumen 287 287 287 287 287 287
Pengelolaan Penatausahaan
Perbendaharaan Keuangan
Daerah Daerah yang
disusun (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan 158.000.000 161.160.000 161.160.000 161.160.000 164.383.200
Pengelolaan Kas
Daerah
Terlaksananya Jumlah Dokumen 221 221 221 221 221 221
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Pengelolaan Kas dan Pengelolaan
Daerah Kas Daerah
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan 95.000.000 94.540.000 94.540.000 98.540.000 100.110.800
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Terlaksananya Jumlah Laporan 41 41 41 41 41 41
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Ketiga (PFK)

Laporan Hasil
Koordinasi dalam
rangka
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan

dan Pengeluaran
Kas Daerah,
Laporan Aliran
Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pem
otongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
(Dengan
Satuan:Laporan)

Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan

5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data 82.000.000 81.280.000 81.280.000 85.280.000 86.585.600
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
serta Pemungutan
dan Pemotongan
atas SP2D dengan
Instansi Terkait
Terlaksananya Jumlah Dokumen 22 22 22 22 22 22
Rekonsiliasi Data Hasil Rekonsiliasi
Penerimaan dan Data Penerimaan
Pengeluaran Kas serta | dan Pengeluaran
Pemungutan dan Kas serta
Pemotongan atas Pemungutan dan
SP2D dengan Instansi | Pemotongan atas
Terkait SP2D dengan
Instansi
Terkait
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan 108.000.000 110.160.000 110.160.000 110.160.000 112.363.200
Petunjuk  Teknis
Administrasi
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Pengeluaran Kas
serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

Penyampaian
Pelaporan
Keuangan
Perangkat Daerah

Tersedianya Petunjuk | Jumlah Petunjuk 3 3 3 3 3 3
Teknis Administrasi Teknis
Keuangan yang Administrasi
Berkaitan dengan Keuangan yang
Penerimaan dan Berkaitan dengan
Pengeluaran Kas Penerimaan dan
serta Penatausahaan Pengeluaran Kas
dan serta
Pertanggungjawaban Penatausahaan
Sub Kegiatan dan
Pertanggungjawab
an Sub Kegiatan
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan 80.000.000 81.600.000 81.600.000 81.600.000 83.232.000
Penatausahaan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah Orang 100 100 100 100 100 100
Pembinaan yang Mengikuti
Penatausahaan Pembinaan
Keuangan Pemerintah | Penatausahaan
Kabupaten/Kota Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
(Dengan
Satuan:Orang)
5.02.02.2.03 Koordinasi dan 394.700.000 400.234.000 400.234.000 411.918.680 419.757.054
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 20 20 20 20 20 20
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Tepat Waktu
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi 79.000.000 80.580.000 80.580.000 82.191.600 83.835.432
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan 17 17 17 17 17 17
Pertanggungjawaban Pertanggungjawab
Pelaksanaan APBD an Pelaksanaan
Bulanan, Triwulanan APBD  Bulanan,
dan Semesteran Triwulanan dan
Semesteran
(Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan 59.700.000 58.534.000 58.534.000 63.384.680 64.252.374
Keuangan SKPD,
BLUD dan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Jumlah Laporan 1 1 1 1 1 1
Konsolidasi  Laporan | Keuangan SKPD,
Keuangan SKPD, BLUD dan
BLUD dan Laporan Laporan
Keuangan Pemerintah | Keuangan
Daerah Pemerintah
Daerah  yang
Terkonsolidasi
(Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan 85.000.000 86.700.000 86.700.000 88.434.000 90.202.680
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
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Kepala Daerah
tentang Penjabaran

Keuangan BLUD

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Tersedianya Jumlah Rancangan 2 2 2 2 2 2
Rancangan Peraturan | Peraturan Daerah
Daerah tentang tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawab
Pelaksanaan APBD an Pelaksanaan
Kabupaten/Kota dan | APBD
Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota
Kepala Daerah dan Rancangan
tentang Penjabaran Peraturan Kepala
Pertanggungjawaban Daerah  tentang
Pelaksanaan APBD Penjabaran
Kabupaten/Kota Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan 91.000.000 92.820.000 92.820.000 94.676.400 96.569.928
Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah Orang 50 50 50 50 50 50
Pembinaan yang Mengikuti
Akuntansi, Pelaporan Pembinaan
dan Akuntansi,
Pertanggungjawaban Pelaporan dan
Pemerintah Pertanggungjawab
Kabupaten/Kota an Pemerintah
Kabupaten/Kota
(Dengan
Satuan:Orang)
5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan 80.000.000 81.600.000 81.600.000 83.232.000 84.896.640
Pengelolaan
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Satuan:Laporan)

Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah BLUD 37 37 37 37 37 37
Pembinaan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Keuangan | yang Dibina
BLUD (Dengan
Kabupaten/Kota Satuan:Lembaga)
5.02.02.2.04 Penunjang  Urusan 728.893.483.866 732.280.007.76 733.360.760.031 734.445.611.441 734.554.811.800
Kewenangan 3
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penunjang Urusan | Jumlah 3 3 3 3 3 3
Kewenangan Laporan
Pengelolaan Kegiatan
Keuangan Daerah Penunjang
Urusan
Keuangan
(Dengan

5.02.02.2.04.0008

Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

707.703.572.400

710.025.611.80
0

710.025.611.800

710.029.611.800

710.029.611.800

Tersedianya Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan
dan Penyaluran
Bantuan
Keuangan
(Dengan
Satuan:Laporan)

5.02.02.2.04.0009

Pengelolaan Dana
Darurat dan
Mendesak

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Terkelolanya Dana
Darurat dan Mendesak

Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Dana Darurat dan
Mendesak (Dengan
Satuan:Laporan)




5.02.02.2.04.0010

Pengelolaan Dana
bagi Hasil
Kabupaten/Kota

19.189.911.466

88

20.254.395.963

21.335.148.231

22.415.999.641

22.525.200.000

Terkelolanya Dana

Jumlah Laporan

Barang Milik Daerah

bagi  Hasil Hasil Pengelolaan
Kabupaten/Kota Dana bagi Hasil
Kabupaten/Kota
(Dengan
Satuan:Laporan)
5,02,03 PROGRAM 992.000.000 981.240.000 1.201.952.000 1.037.178.928 1.057.122.507
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
Meningkatnya tata Persentase 100 100 100 100 100 100
kelola Barang Milik Laporan BMD
Daerah yang disusun
sesuai dengan
ketentuan
(Dengan
Satuan:Persen)
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang 992.000.000 981.240.000 1.201.952.000 1.037.178.928 1.057.122.507
Milik Daerah
Pengelolaan Barang Jumlah 13 13 14 13 13 13
Milik Daerah dokumen
pengelolaan BMD
yang sesuai
dengan Peraturan
Perundang-
undangan
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar 84.000.000 85.680.000 87.393.600 87.393.600 89.141.472
Harga
Tersedianya Standar Jumlah Standar 2 2 2 2 2 2
Harga Harga yang
Disusun (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan 314.000.000 304.980.000 504.980.000 324.980.000 331.079.600




Terlaksananya
Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan
Penatausahaan
Barang Milik

Daerah (Dengan
Satuan:Laporan)
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5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang 398.000.000 390.660.000 405.660.000 418.473.200 426.442.664
Milik Daerah
Terlaksananya Jumlah Laporan 4 4 4 4 4 4
Pengamanan Barang Hasil
Milik Daerah Pengamanan
Barang Milik
Daerah (Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi 116.000.000 118.320.000 120.686.400 123.100.128 125.562.131
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah
Terlaksananya Jumlah Dokumen 5 5 5 5 5 5
Optimalisasi Hasil Optimalisasi
Penggunaan, Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemindahtangana
Pemusnahan, dan n, Pemusnahan,
Penghapusan Barang dan Penghapusan
Milik Daerah Barang Milik
Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan 80.000.000 81.600.000 83.232.000 83.232.000 84.896.640
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah Orang 100 100 100 100 100 100
Pembinaan yang Mengikuti
Pengelolaan Barang Pembinaan
Milik Daerah Pengelolaan
Pemerintah Barang Milik
Kabupaten/Kota Daerah
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Pemerintah

Kabupaten/Kota
(Dengan
Satuan:Orang)

Penyebarluasan
Kebijakan Pajak
Daerah

5,02,04 PROGRAM 4.850.000.000 4.910.775.859 4.959.214.000 5.117.744.804 5.153.073.700
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
DAERAH
Meningkatnya upaya | Persentase 102,4 100 100 100 100 100
ekstensifikasi dan Capaian
intensifikasi Pendapatan
pendapatan Daerah (Dengan
Satuan:Persen)
5.02.04.2.01 Kegiatan 4.850.000.000 4.910.775.859 4.959.214.000 5.117.744.804 5.153.073.700
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Kegiatan Jenis Pajak 8 8 8 8 8 8
Pengelolaan Daerah yang
Pendapatan Daerah dikelola (Dengan
Satuan:Jenis)
5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan 115.000.000 110.000.000 124.040.000 126.120.800 128.243.216
Pengembangan
Pajak Daerah, serta
Penyusunan
Kebijakan Pajak
Daerah
Tersedianya Hasil Jumlah Dokumen 8 8 8 8 8 8
Analis Pajak Daerah Hasil Analis
serta Terlaksananya Pajak Daerah
Pengembangan Pajak serta
Daerah dan Kebijakan | Pengembangan
Pajak Daerah Pajak Daerah dan
Kebijakan Pajak
Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan 890.000.000 900.000.000 905.000.000 927.800.000 935.000.000




Terlaksananya
Penyuluhan  dan
Penyebarluasan
Kebijakan Pajak
Daerah

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Penyuluhan dan
Penyebarluasan
Kebijakan Pajak
Daerah (Dengan
Satuan:Laporan)
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Daerah

Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)

5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana 45.000.000 40.600.000 46.212.000 51.212.000 51.836.240
dan Prasarana
Pengelolaan Pajak
Daerah
Tersedianya Sarana Jumlah Sarana 3 3 3 3 3 3
dan Prasarana dan Prasarana
Pengelolaan Pajak Pengelolaan
Daerah Pajak Daerah
(Dengan
Satuan:Unit)
5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan 115.000.000 102.000.000 104.040.000 126.120.800 128.243.216
Pendaftaran Objek
Pajak Daerah
Tersedianya Data Jumlah Laporan 8 8 8 8 8 8
Objek Pajak, Subjek Hasil Pendataan
Pajak dan Wajib Pajak | dan Pendaftaran
Daerah Objek Pajak
Daerah, Subjek
Pajak dan Wajib
Pajak Daerah
(Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib 380.000.000 387.600.000 395.352.000 403.259.040 411.324.221
Pajak Daerah
Tersedianya Dokumen | Jumlah Dokumen 1398345 1398345 1399000 1399500 1400000 14005
Ketetapan Pajak Ketetapan Pajak 00

5.02.04.2.01.0011

Penagihan Pajak
Daerah

3.100.000.000

3.179.575.859

3.190.000.000

3.258.500.000

3.270.000.000
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Terlaksananya Jumlah Dokumen
Penagihan Pajak Hasil Pelaksanaan
Daerah Penagihan Pajak
Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, 100.000.000 102.000.000 104.040.000 106.120.800 108.243.216
Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak
Daerah
Terlaksanannya Jumlah Dokumen 2 2
Pemeriksaan serta Hasil
Pengendalian dan Pemeriksaan serta
Pengawasan Pajak Pengendalian dan
Daerah Pengawasan Pajak
Daerah
(Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan  dan 65.000.000 59.000.000 60.020.000 72.020.000 73.060.400
Pengawasan
Pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
Terlaksananya Jumlah Laporan 4 4
Pembinaan dan Hasil Pembinaan
Pengawasan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi | Pengelolaan
Daerah Retribusi Daerah
(Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi 40.000.000 30.000.000 30.510.000 46.591.364 47.123.191
Transaksi
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Upaya | Jumlah Laporan 4 4
Mengubah Transaksi Perkembangan
Tunai Menjadi Non Elektronifikasi
Tunai Transaksi
Pemerintah
Daerah (Dengan
Satuan:Laporan)
TOTAL: 757.591.777.809 761.506.033.766 763.127.930.446 765.508.719.166 765.838.371.5

20

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.
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Sub Kegiatan dalam Rangka mendukung Program Prioritas
Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas
Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen menyusun subkegiatan prioritas yang
selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan
tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah,
pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah
secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, guna mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional
dan berkelanjutan. Seperti yang ditampilkan pada table 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket.

(2) (3) (4) (S)

(1)
1

Program Meningkatnya tata | Koordinasi Penyusunan Mendukung
Pengelolaan kelola keuangan Rencana Anggaran Daerah Program

Keuangan Daerah daerah S— Unggulan
Koordinasi dan Penyusunan KUA Bupati ASN

dan PPAS Nyaman,
Koordinasi dan Penyusunan Terampil dan
Perubahan KUA dan Perubahan Inovatif
PPAS

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/
Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
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Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
atas SP2D dengan Instansi
Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten /Kota

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daera

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawab

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLUD Kabupaten/Kota

Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan

Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak

Pengelolaan Dana bagi Hasil
Kabupaten /Kota

Program
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Meningkatnya Tata
kelola barang milik

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

daerah

Penyusunan Standar Harga

Penatausahaan Barang Milik
Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

Pembinaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Program
Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Meningkatnya
upaya
ekstensifikasi dan

Pengelolaan Pendapatan Daerah
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intensifikasi Analisa dan Pengembangan Pajak
pendapatan Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah

Penyuluhan dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah

Pendataan dan Pendaftaran Objek
Pajak Daerah

Penetapan Wajib Pajak Daerah
Penagihan Pajak Daerah

Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai
suatu kondisi. Indikator kinerja mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik
tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator
kinerja merupakan alat ukur untuk dapat menilai keberhasilan suatu program
atau kegiatan. Indikator kinerja akan memberikan tanda program atau
kegiatan mana yang telah tercapai dan program/kegiatan yang belum tercapai.
Dengan adanya tanda ini akan memudahkan untuk melakukan tindakan
berikutnya sehingga kinerja yang ditetapkan dapat semua tercapai sesuai
dengan target. Indikator kinerja BPKPD Kabupaten Kebumen 2025 - 2029
setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan target yang akan dicapai.

Tabel 4.6
Rumus Indikator Tujuan dan Sasaran

No Indikator Rumus
1 Opini BPK atas Laporan Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh
Keuangan Pemerintah Daerah BPK terhadap laporan keuangan

pemerintah daerah

2 | Derajat Otonomi Fiskal Daerah Rasio antara Jumlah Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap Total
Pendapatan Daerah dikali 100%

3 | Indeks Pengelolaan Keuangan Pengukuran kualitas pengelolaan

Daerah keuangan daerah berdasarkan

kesesuaian perencanaan dan
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penganggaran, pengalokasian anggaran
belanja, transparansi, penyerapan
anggaran, kondisi keuangan daerah,

serta opini BPK atas LKPD.

4 | Tingkat Pertumbuhan PAD

Perbandingan antara realisasi
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Tahun N dengan Realisasi PAD
Tahun Sebelumnya N-1 dikali 100%

S | Rasio Pajak Daerah terhadap
PDRB

Perbandingan antara realisasi
Penerimaan Pajak Daerah dengan
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB)

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun

2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bagian ini menjelaskan target pencapaian Renstra Perangkat Daerah
2025-2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU menjadi

tolak ukur utama keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan

dan sasaran strategis,

sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja

perangkat daerah seperti yang disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen
2025 - 2029 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran JMD

NO

INDIKATOR TUJUAN

DAN SASARAN SATUAN

TARGET TAHUN

2025

2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Ket.

Indikator Tujuan

Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Nilai

WTP

WTP | WTP | WTP | WTP | WTP

Derajat Otonomi Fiskal

o,
Daerah %

15,43

17,00 | 17,25 | 17,50 | 17,75 | 18,00

Indikator Sasaran (IKU
Urusan Keuangan)
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® | odeks Pengelolaan Indeks 72,25 | 73,00 | 74,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00
Keuangan Daerah

b | Tingkat Pertumbuhan % 440 | 450 | 450 | 4.60 | 4.60 | 4.70
PAD

¢ | Rasio Pajak Daerah o
terhadap PDRB % 0,40 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,65

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun

2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian ini memaparkan target kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah Tahun 2025-2029 yang diukur melalui Indikator
Kinerja Kunci (IKK), yang digunakan untuk menilai keberhasilan
pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan perangkat
daerah, seperti yang disajikan pada Tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci

Baseline Target

Indikator Satuan
2024 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

(2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (4) (10)

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Keuangan

Persentase Belanja Persen 31,62 32,75 31,45 30,00 30,00 30,00 30,00
pegawai di luar
tunjangan guru yang
dialokasikan melalui
TKD

Persentase PAD Persen 15,43 15,749 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00
terhadap Pendapatan
Daerah

Persentase realisasi Persen 96,37 96,40 96,45 96,50 96,55 96,60 96,65
anggaran belanja
urusan wajib pelayanan
dasar

persentase Persen 6,55 6,60 6,65 6,70 6,75 6,80 6,85
penambahan Nilai aset
tetap

Persentase alokasi Persen 12,96 13,61 14,29 15,00 15,75 16,54 17,37
belanja infrastruktur
pelayanan publik

Persentase penurunan Persen -12,92 -10,00 -9,00 -8,00 -7,00 -6,00 -5,00
SILPA

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.




BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-
2029 merupakan panduan kerja bagi BPKPD dalam kurun waktu S (lima)
tahun ke depan. Rencana Strategis disusun berdasarkan kebijakan Kepala
Daerah teilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian
program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan Rencana
Strategis BPKPD Tahun 2025-2029 sangat penting dalam mendukung
pencapaian tujuan perencanaan pembangunan S (lima) tahun ke depan.
Penyusunan perencanaan yang berkualitas akan menopang dalam
mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam hal mencapai
Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendaptan Daerah
Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana
Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah teilih yang
direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi
Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan
dan mengisi kekosongan acuan kerja Tahun 2025 dimana periode rencana
strategis ini berakhir sampai dengan Tahun 2025, maka dokumen ini tetap
menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2026. Program yang akan
dilaksanakan Tahun 2026 adalah program transisi karena program tersebut
adalah program sementara sebelum ditetapkannya rencana strategis yang
baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah
Periode Tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada
prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Kebumen Tahun 2025-2029 dan JP Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.
B. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama kurun waktu
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Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Oleh karena itu perlu ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkewajiban
melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan JMD
Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkewajiban

menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi beedoman pada
rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diwajibkan
menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;

4, Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan
pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir
pelaksanaan kegiatan vang menyimpang dari visi misi Bupati dan Walil
Bupati Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Kebumen, 1§ September 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Daerah
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Sasaran Kegiatan:

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Peranghkat
i

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlak=ananya

Sasaran Kepgiatan:
Administrasi

Sasaran Sub Kepiatan:
Terlaksananya

Penatzusahaan dan
Pengujian/Verifikasi

Sasaran Kegiatan

Keuangan Administrasi

Sasaran Sub Hepiatan:
Tersusunnya KUA dan

Sasaran Sub Kepiztan:
Tersusunnya

Peraturan Daerah
tentang Perubahan
AFBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan

Sasaran Sub Kegiztan:

Tersusunnya Regulasi

serta Kebijakan Bidang
n

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya
Koordinasi
Perencanaan

Anggaran Belanja

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas
(Al

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Femunpgutan/Pemotongan dan Penyetoran

e T

4! [ L I " 1

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan

T o et i,

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersediamya  Petunjuk  Teknis  Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan

_ETE M al n

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Pembinaan

Sasaran Kegiatan

Basaran i :
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi

dan Pelaporan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terizksananya Konsolidasi
Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laparan
Keuangan
-‘. S =

Pemerintah

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya  Rancangan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pembinzan
Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pembinaan

Sasaran Kegiatan:
Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya  Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran  Banfuan

Sasaran S5ub Kepgiatan:

Sasaran Sub Kepgiatan:
Terkelolanya Dana
bagi Hasil

Sasaran Program:
Meningkatnya tata

kelola

Basaran Kegiatan:
Pengelolaan Barang Milik

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya
Optimalisasi

Sasaran Program:

Sasaran Kegiatan: Sasaran Kegiatan:
Administrasi Umum Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan
P ntzh Daerah

Sasaran Sub Kepiatan:

Sasaran Sub Kegiatan:
ersedianya Peralatan
i

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya  Barang dan
dan

Cetakan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Gedung
Kantor atau Bangunan

PRI el e et

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya
Penyediaan Jasa Surat

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum

Meninghkatnya upaya

! ekstensifikasi dan
Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Sasaran Sub Kegiatan:

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya Hasil

Analis Pajak Daerah

serta  Terlaksananya
ngan Pajak

dan Kebijakan
ral

Daerah

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung HKantor dan
13

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersadianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Pengelalaan Pajak

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Data
Objek  Pajak, Subjek
Fajak dan Wajib Pajak
Naara

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya
Penagihan Pajak
[ J

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengawasan
Pengelolaan Retribusi

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya

Mengubah  Transaksi
unai  Menjadi  Mon




Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

2026-08-11

(Dengan Satuan:Bulan)

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 757.591.777.809 761.506.033.766 763.127.930.446 765.508.719.166 765.838.371.520
5.02 KEUANGAN 757.591.777.809 761.506.033.766 763.127.930.446 765.508.719.166 765.838.371.520
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 21.076.593.943 21.530.596.144 21.801.774.415 22.823.006.913 23.209.915.811
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76,60 76,70 76,75 76,80 76,85 76,90 Sekretariat
Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan | IKM Per kat Daerah (D 89,63 90,40 90,45 90,50 90,55 90,60 Sekretariat
Kinerja Perangkat Daerah Satuan:Indeks)
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 101.000.000 100.420.000 106.079.951 105.080.400 105.080.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan | Jumlah Dokumen Perencanaan 10 10 10 10 10 11 Perencana / Ketua Tim
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan
Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 70.000.000 70.000.000 73.827.551 72.828.000 72.828.000 | Perencana / Ketua Tim
Perangkat Daerah Perencanaan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan 5 5 5 5 5 6 Perencana / Ketua Tim
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Dengan Perencanaan
Satuan:Dokumen)
5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.000.000 30.420.000 32.252.400 32.252.400 32.252.400 | Perencana / Ketua Tim
Perencanaan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 5 5 5 5 5 5 Perencana / Ketua Tim
Daerah Perangkat Daerah (Dengan Perencanaan
Satuan:Laporan)
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 17.995.777.917 18.467.148.972 18.981.416.687 19.869.999.297 20.266.043.853
Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat | Jumlah Bulan Administrasi 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian
Daerah Keuangan Perangkat Daerah Keuangan

halaman 1 dari 12




Penggandaan

5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.845.777.917 18.317.148.972 18.831.416.687 19.719.999.297 20.116.043.853 Kepala Subbagian
Keuangan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 92 92 92 92 92 92 Kepala Subbagian Keuangan
dan Tunjangan ASN (Dengan
Satuan:Orang/bulan)
5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 | Kepala Subbagian
Pengujian/Verifikasi K SKPD Keuangan
Terlaksananya Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian Keuangan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
(Dengan Satuan:Dokumen)
5.02.01.2.05 Ad istrasi Kepeg i Perangkat 100.000.000 101.600.000 102.232.000 103.232.000 103.232.000
Daerah
Ad istrasi Kepeg Perangkat | Jumlah Pegawai yang Mengikuti 92 92 92 92 92 92 Kepala Subbagian Umum
Daerah Bimbingan Teknis (Dengan dan Kepegawaian
Satuan:Orang)
5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi 100.000.000 101.600.000 102.232.000 103.232.000 103.232.000 | Kepala Subbagian Umum
Peraturan Perundang-Undangan dan Kepegawaian
Terlaksananya Bimbingan Teknis | Jumlah Orang yang Mengikuti 92 92 92 92 92 92 Kepala Subbagian Umum dan
Implementasi Peraturan Perundang- | Bimbingan Teknis Implementasi Kepegawaian
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
(Dengan Satuan:Orang)
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 489.000.000 495.180.000 500.667.600 513.667.600 499.727.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan Penyediaan 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian Umum
Administrasi Umum Perangkat dan Kepegawaian
Daerah (Dengan Satuan:Bulan)
5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi 18.000.000 18.360.000 18.727.200 18.727.200 18.727.200 | Kepala Subbagian Umum
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Kepegawaian
Tersedianya Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 1 1 1 1 1 Kepala Subbagian Umum dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kepegawaian
yang Disediakan (Dengan
Satuan:Paket)
5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.000.000 163.200.000 166.464.000 166.464.000 160.000.000 | Kepala Subbagian Umum
dan Kepegawaian
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian Umum dan
yang Disediakan (Dengan Kepegawaian
Satuan:Paket)
5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan 40.000.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.000.000 | Kepala Subbagian Umum

dan Kepegawaian
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Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 4 4 4 4 4 Kepala Subbagian Umum dan
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Kepegawaian
(Dengan Satuan:Paket)
5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.282.800 7.000.000 | Kepala Subbagian Umum
Peraturan Perundang-undangan dan Kepegawaian
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian Umum dan
Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Kepegawaian
Disediakan (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material 80.000.000 81.600.000 83.232.000 83.232.000 80.000.000 | Kepala Subbagian Umum
dan Kepegawaian
Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang 1 1 1 1 1 1 Kepala Subbagian Umum dan
Disediakan (Dengan Satuan:Paket) Kepegawaian
5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 180.000.000 180.000.000 180.000.000 193.000.000 190.000.000 | Kepala Subbagian Umum
Konsultasi SKPD dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian Umum dan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian
SKPD (Dengan Satuan:Laporan)
5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada 4.000.000 4.080.000 4.161.600 4.161.600 4.000.000 | Kepala Subbagian Umum
SKPD dan Kepegawaian
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis | Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 1 1 1 1 1 Kepala Subbagian Umum dan
pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Kepegawaian
Satuan:Dokumen)
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 291.638.185 464.149.331 262.445.536 301.628.535 253.728.867
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang 12 12 12 13 13 11 Kepala Subbagian Umum
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan dan Kepegawaian
Pemerintahan Daerah (Dengan
Satuan:Unit)
5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas 86.638.185 359.149.331 157.445.536 156.992.979 129.093.311 | Kepala Subbagian Umum
Operasi | atau L dan Kepegawaian
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas 3 3 4 5 5 4 Kepala Subbagian Umum dan
atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang Kepegawaian
Disediakan (Dengan Satuan:Unit)
5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 24.635.556 24.635.556 | Kepala Subbagian Umum
dan Kepegawaian
Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 4 4 4 4 4 Kepala Subbagian Umum dan
(Dengan Satuan:Unit) Kepegawaian
5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin 85.000.000 85.000.000 85.000.000 120.000.000 100.000.000 | Kepala Subbagian Umum
Lainnya dan Kepegawaian
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Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 4 4 4 4 4 3 Kepala Subbagian Umum dan
Lainnya yang Disediakan (Dengan Kepegawaian
Satuan:Unit)
5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau 100.000.000 0 0 0 0 | Kepala Subbagian Umum
Bangunan Lainnya dan Kepegawaian
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1 1 0 0 0 0 Kepala Subbagian Umum dan
Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Kepegawaian
(Dengan Satuan:Unit)
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.424.177.841 1.401.397.841 1.391.499.841 1.413.966.281 1.418.590.002
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian Umum
Pemerintahan Daerah Penunjang urusan penunjang dan Kepegawaian
pemerintah daerah (Dengan
Satuan:Bulan)
5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040 5.412.161 | Kepala Subbagian Umum
dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian Umum dan
Menyurat Surat Menyurat (Dengan Kepegawaian
Satuan:Laporan)
5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 310.000.000 316.200.000 316.200.000 322.524.000 325.000.000 | Kepala Subbagian Umum
Daya Air dan Listrik dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian Umum dan
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kepegawaian
Listrik yang Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1.109.177.841 1.080.097.841 1.070.097.841 1.086.136.241 1.088.177.841 | Kepala Subbagian Umum
Kantor dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 12 12 12 12 Kepala Subbagian Umum dan
Pelayanan Umum Kantor yang Kepegawaian
Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 675.000.000 500.700.000 457.432.800 515.432.800 563.513.489
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang 62 62 62 62 62 62 Kepala Subbagian Umum
Penunjang Urusan Pemerintahan | milik daerah penunjang urusan dan Kepegawaian
Daerah pemerintah daerah (Dengan
Satuan:Unit)
5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 240.000.000 241.640.000 246.372.800 251.372.800 250.000.000 | Kepala Subbagian Umum

dan Kepegawaian
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APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD (Dengan
Satuan:Dokumen)

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 40 40 40 40 40 40 Kepala Subbagian Umum dan
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | atau Lapangan yang Dipelihara dan Kepegawaian
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
(Dengan Satuan:Unit)
5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000 59.060.000 61.060.000 64.060.000 65.000.000 | Kepala Subbagian Umum
Lainnya dan Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 20 20 20 20 20 20 Kepala Subbagian Umum dan
Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit) Kepegawaian
5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 375.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 248.513.489 | Kepala Subbagian Umum
Kantor dan Bangunan Lainnya dan Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbagian Umum dan
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kepegawaian
(Dengan Satuan:Unit)
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 730.673.183.866 734.083.421.763 735.164.990.031 736.530.788.521 736.418.259.502
DAERAH
Meningkatnya tata kelola Keuangan | Persentase Capaian Pengelolaan 95 95,40 95,60 95,80 96,00 96,20 Kepala Badan
Daerah Keuangan Daerah (Dengan
Satuan:Persen)
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana 862.000.000 874.440.000 875.256.000 1.136.518.400 897.015.848
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana | Jumlah Dokumen Anggaran dan 11 11 11 11 11 11 Kepala Bidang Anggaran
Anggaran Daerah Regulasi (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.01.0001 | Koordi i dan Peny KUA dan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 122.000.000 120.000.000 | Kepala Subbidang
PPAS Perencanaan Anggaran
Tersusunnya KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbidang
Disusun (Dengan Satuan:Dokumen) Perencanaan Anggaran
5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 70.000.000 71.400.000 71.400.000 71.400.000 72.828.000 | Kepala Subbidang
KUA dan Perubahan PPAS Perencanaan Anggaran
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbidang
PPAS Perubahan PPAS yang Disusun Perencanaan Anggaran
(Dengan Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 276.000.000 279.120.000 279.120.000 281.120.000 286.342.400 | Kepala Subbidang
Daerah tentang APBD dan Peraturan Penyusunan Anggaran
Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang | Jumlah Peraturan Daerah tentang 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbidang Penyusunan

Anggaran
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Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelak P tan/ Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK)

5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 241.000.000 245.820.000 245.820.000 250.736.400 255.751.128 | Kepala Subbidang
Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Anggaran
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang | Jumlah Peraturan Daerah tentang 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbidang Penyusunan
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Perubahan APBD dan Peraturan Anggaran
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Peny Regul 115.000.000 117.300.000 117.300.000 369.646.000 119.646.000 | Kepala Subbidang
serta Kebijakan Bidang Anggaran Perencanaan Anggaran
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan | Jumlah Dokumen Regulasi serta 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbidang
Bidang Anggaran Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Perencanaan Anggaran
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran 40.000.000 40.800.000 41.616.000 41.616.000 42.448.320 | Kepala Subbidang
Belanja Daerah Perencanaan Anggaran
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 1 1 1 1 1 Kepala Subbidang
Anggaran Belanja Daerah Perencanaan Anggaran Belanja Perencanaan Anggaran
Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan 523.000.000 528.740.000 528.740.000 536.740.000 546.674.800
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan | Jumlah dokumen Penat h 287 287 287 287 287 287 Kepala Bidang
Perbendaharaan Daerah Keuangan Daerah yang disusun Perbendaharaan
(Dengan Satuan:Dok
5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 158.000.000 161.160.000 161.160.000 161.160.000 164.383.200 | Kepala Subbidang Kas
Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 221 221 221 221 221 221 Kepala Subbidang Kas Daerah
Kas Daerah Pengelolaan Kas Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan 95.000.000 94.540.000 94.540.000 98.540.000 100.110.800 | Kepala Subbidang Kas

Daerah
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Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan 41 41 41 41 41 41 Kepala Subbidang Kas Daerah
Laporan Realisasi Penerimaan dan | dan Pengeluaran Kas Daerah,
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan | Pemungutan/Pemotongan dan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga | Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi
dalam rangka Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan  dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) (Dengan Satuan:Laporan)
5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan 82.000.000 81.280.000 81.280.000 85.280.000 86.585.600 | Kepala Subbidang Belanja
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi
Terkait
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi 22 22 22 22 22 22 Kepala Subbidang Belanja
dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan | Data Penerimaan dan Pengeluaran
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi | Kas serta Pemungutan dan
Terkait Pemotongan atas SP2D dengan
Instansi Terkait (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis 108.000.000 110.160.000 110.160.000 110.160.000 112.363.200 | Kepala Subbidang Belanja
Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi 3 3 3 3 3 3 Kepala Subbidang Belanja
Keuangan yang Berkaitan dengan | Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta | Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban | serta Penatausahaan dan
Sub Kegiatan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
(Dengan Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.02.0011 | Pembi Penat h K 80.000.000 81.600.000 81.600.000 81.600.000 83.232.000 | Kepala Subbidang Belanja
Pemerintah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan | Jumlah Orang yang Mengikuti 100 100 100 100 100 100 Kepala Subbidang Belanja
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan
Satuan:Orang)
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 394.700.000 400.234.000 400.234.000 411.918.680 419.757.054
dan Pelaporan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi | Jumlah Dokumen Penyampaian 20 20 20 20 20 20 Kepala Bidang Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah Pelaporan Keuangan Perangkat dan Pelaporan
Daerah Tepat Waktu (Dengan
Satuan:Dokumen)
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Pengelolaan Keuangan Daerah

5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan 79.000.000 80.580.000 80.580.000 82.191.600 83.835.432 | Kepala Subbidang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban 17 17 17 17 17 17 Kepala Subbidang Akuntansi
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan | Pelaksanaan APBD Bulanan, dan Pelaporan
Semesteran Triwulanan dan Semesteran (Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, 59.700.000 58.534.000 58.534.000 63.384.680 64.252.374 | Kepala Subbidang
BLUD dan Laporan Keuangan Akuntansi dan Pelaporan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Konsolidasi Laporan | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, 1 1 1 1 1 1 Kepala Subbidang Akuntansi
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan | BLUD dan Laporan Keuangan dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
Terkonsolidasi (Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan 85.000.000 86.700.000 86.700.000 88.434.000 90.202.680 | Kepala Subbidang
Peraturan Daerah tentang Akuntansi dan Pelaporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kat en/Kota dan Ranc
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelak APBD Kak en/Kota
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbidang Akuntansi
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan | tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan | Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Peraturan Kepala Daerah tentang | dan Rancangan Peraturan Kepala
Penjabaran Pertanggungjawaban | Daerah tentang Penjabaran
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 91.000.000 92.820.000 92.820.000 94.676.400 96.569.928 | Kepala Subbidang
Pertanggungjawaban Pemerintah Akuntansi dan Pelaporan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, | Jumlah Orang yang Mengikuti 50 50 50 50 50 50 Kepala Subbidang Akuntansi
Pelaporan dan Pertanggungjawaban | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan dan Pelaporan
Pemerintah Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota (Dengan
Satuan:Orang)
5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan 80.000.000 81.600.000 81.600.000 83.232.000 84.896.640 | Kepala Subbidang
BLUD Kabupaten/Kota Akuntansi dan Pelaporan
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang 37 37 37 37 37 37 Kepala Subbidang Akuntansi
Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Dibina (Dengan Satuan:Lembaga) dan Pelaporan
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan 728.893.483.866 732.280.007.763 733.360.760.031 734.445.611.441 734.554.811.800
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Penunjang Urusan Kewenangan | Jumlah Laporan Kegiatan 3 3 3 3 3 3 Kepala Bidang Akuntansi
Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Keuangan dan Pelaporan
(Dengan Satuan:Laporan)
5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran 707.703.572.400 710.025.611.800 710.025.611.800 710.029.611.800 710.029.611.800 | Kepala Subbidang
Bantuan Keuangan Penunjang Urusan
Keuangan
Tersedianya Analisis Perencanaan dan | Jumlah Laporan Hasil Analisis 1 1 1 1 1 1 Kepala Subbidang Penunjang
Penyaluran Bantuan Keuangan Perencanaan dan Penyaluran Urusan Keuangan
Bantuan Keuangan (Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 | Kepala Subbidang
Mendesak Penunjang Urusan
Keuangan
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 1 1 1 1 1 1 Kepala Subbidang Penunjang
Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Urusan Keuangan
Satuan:Laporan)
5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil 19.189.911.466 20.254.395.963 21.335.148.231 22.415.999.641 22.525.200.000 | Kepala Subbidang
Kabupaten/Kota Penunjang Urusan
Keuangan
Terkelolanya Dana bagi Hasil | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 1 1 1 1 1 1 Kepala Subbidang Penunjang
Kabupaten/Kota Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Urusan Keuangan
(Dengan Satuan:Laporan)
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 992.000.000 981.240.000 1.201.952.000 1.037.178.928 1.057.122.507
MILIK DAERAH
Meningkatnya tata kelola Barang Milik | Persentase Laporan BMD yang 100 100 100 100 100 100 Kepala Badan
Daerah disusun sesuai dengan ketentuan
(Dengan Satuan:Persen)
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 992.000.000 981.240.000 1.201.952.000 1.037.178.928 1.057.122.507
Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pengelolaan 13 13 14 13 13 13 Kepala Bidang Pengelolaan
BMD yang sesuai dengan Barang Milik Daerah
Peraturan Perundang-undangan
(Dengan Satuan:Dok )
5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga 84.000.000 85.680.000 87.393.600 87.393.600 89.141.472 | Kepala Subbidang
Penatausahaan Barang
Milik Daerah
Tersedianya Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbidang
(Dengan Satuan:Dokumen) Penatausahaan Barang Milik
Daerah
5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah 314.000.000 304.980.000 504.980.000 324.980.000 331.079.600 | Kepala Subbidang
Penatausahaan Barang
Milik Daerah
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Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah
dan Kebijakan Pajak Daerah

Daerah serta Pengembangan Pajak
Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
(Dengan Satuan:Dokumen)

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik | Jumlah Laporan Penatausahaan 3 3 4 3 3 3 Kepala Subbidang
Daerah Barang Milik Daerah (Dengan Penatausahaan Barang Milik
Satuan:Laporan) Daerah
5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah 398.000.000 390.660.000 405.660.000 418.473.200 426.442.664 | Kepala Subbidang
Pemanfaatan, Pengamanan
dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan 4 4 4 4 4 4 Kepala Subbidang
Daerah Barang Milik Daerah (Dengan Pemanfaatan, Pengamanan
Satuan:Laporan) dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, 116.000.000 118.320.000 120.686.400 123.100.128 125.562.131 | Kepala Subbidang
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, P faatan, P
P h dan P h Barang dan Pemindahtanganan
Milik Daerah Barang Milik Daerah
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi 5 5 5 5 5 5 Kepala Subbidang
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, | Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pengamanan
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik | Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Pemindahtanganan
Daerah dan Penghapusan Barang Milik Barang Milik Daerah
Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)
5.02.03.2.01.0013 Pembi Pengelol Barang Milik 80.000.000 81.600.000 83.232.000 83.232.000 84.896.640 | Kepala Subbidang
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Penatausahaan Barang
Milik Daerah
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan | Jumlah Orang yang Mengikuti 100 100 100 100 100 100 Kepala Subbidang
Barang Milik Daerah Pemerintah | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Penatausahaan Barang Milik
Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah
(Dengan Satuan:Orang)
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 4.850.000.000 4.910.775.859 4.959.214.000 5.117.744.804 5.153.073.700
DAERAH
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan | Persentase Capaian Pendapatan 102,4 100 100 100 100 100 Bidang Perbendaharaan
intensifikasi pendapatan Daerah (Dengan Satuan:Persen)
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.850.000.000 4.910.775.859 4.959.214.000 5.117.744.804 5.153.073.700
Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan | Jenis Pajak Daerah yang dikelola 8 8 8 8 8 8 Kepala Bidang
Daerah (Dengan Satuan:Jenis) Perencanaan dan Evaluasi
Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak 115.000.000 110.000.000 124.040.000 126.120.800 128.243.216 | Kepala Subbidang Analisa
Daerah, serta Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Pendapatan
Pajak Daerah Daerah
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 8 8 8 8 8 8 Kepala Subbidang Analisa dan

Evaluasi Pendapatan Daerah
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5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan 890.000.000 900.000.000 905.000.000 927.800.000 935.000.000 | Kepala Subbidang Analisa
Kebijakan Pajak Daerah dan Evaluasi Pendapatan
Daerah
Terlaksananya Penyuluhan dan | Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbidang Analisa dan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kebijakan Pajak Daerah (Dengan
Satuan:Laporan)
5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana 45.000.000 40.600.000 46.212.000 51.212.000 51.836.240 | Kepala Subbidang Analisa
Pengelolaan Pajak Daerah dan Evaluasi Pendapatan
Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana 3 3 3 3 3 3 Kepala Subbidang Analisa dan
Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Evaluasi Pendapatan Daerah
Satuan:Unit)
5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek 115.000.000 102.000.000 104.040.000 126.120.800 128.243.216 | Kepala Subbidang
Pajak Daerah Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan Pajak
Daerah
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan 8 8 8 8 8 8 Kepala Subbidang
dan Wajib Pajak Daerah Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pendaftaran, Pendataan dan
Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Penetapan Pajak Daerah
(Dengan Satuan:Laporan)
5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah 380.000.000 387.600.000 395.352.000 403.259.040 411.324.221 | Kepala Subbidang
Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan Pajak
Daerah
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 1398345 | 1398345 1399000 1399500 1400000 1400500 Kepala Subbidang
Daerah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen) Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah 3.100.000.000 3.179.575.859 3.190.000.000 3.258.500.000 3.270.000.000 | Kepala Subbidang
Penagihan Pajak
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 8 8 8 8 8 Kepala Subbidang Penagihan
Penagihan Pajak Daerah (Dengan Pajak
Satuan:Dokumen)
5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan 100.000.000 102.000.000 104.040.000 106.120.800 108.243.216 | Kepala Subbidang
Pengawasan Pajak Daerah Pemeriksaan Pendapatan
Daerah
Terlaksanannya Pemeriksaan serta | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan 2 2 2 2 2 2 Kepala Subbidang
Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah serta Pengendalian dan Pengawasan Pemeriksaan Pendapatan
Pajak Daerah (Dengan Daerah
Satuan:Dokumen)
5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan 65.000.000 59.000.000 60.020.000 72.020.000 73.060.400 | Kepala Subbidang
Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Pemeriksaan Pendapatan
Daerah Daerah
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Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan 4 4 Kepala Subbidang
Pengelolaan Retribusi Daerah Pengawasan Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Pendapatan
Daerah (Dengan Satuan:Laporan) Daerah
5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 40.000.000 30.000.000 30.510.000 46.591.364 47.123.191 | Kepala Subbidang Analisa
Daerah dan Evaluasi Pendapatan
Daerah
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi | Jumlah Laporan Perkembangan 4 4 Kepala Subbidang Analisa dan
Tunai Menjadi Non Tunai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Evaluasi Pendapatan Daerah
Daerah (Dengan Satuan:Laporan)
TOTAL: 757.591.777.809 761.506.033.766 763.127.930.446 765.508.719.166 765.838.371.520
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Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Baseline Target
No Indikator Satuan 2024
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
a. | Keuangan
Persentase Belanja pegawai di luar
1 tunjangan guru yang Persen 31,62 32,75 31,45 30,00 30,00 30,00 30,00
dialokasikan melalui TKD
2 gzzsrzrﬁtase PAD terhadap Pendapatan Persen 15,43 15,749 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00
3 | Persentase realisasi anggaran belanja Persen 96,37 96,40 96,45 96,50 96,55 96,60 96,65
urusan wajib pelayanan dasar
4 | persentase penambahan Nilai aset Persen 6,55 6,60 6,65 6,70 6,75 6,80 6,85
tetap , , , , , § ,
5 | Persentase alokasibelanja Persen 12,96 13,61 14,29 15,00 15,75 16,54 17,37
infrastruktur pelayanan publik
6 Persentase penurunan SILPA Persen -12,92 -10,00 -9,00 -8,00 -7,00 -6,00 -5,00

Sumber : RPIMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon(0287) 381051,
Faksimile+62287 384546,Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700 / 07254 / 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KEBUMEN,

bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran
kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja
perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja
Utama Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856)


http://www.bpkpd.kebumenkab.go.id/

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen 227)

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Pejagoan dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh
Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun
2025-2029.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Oktober 2025

/
Aden Andri Susilo



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 07254 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

PENJELASAN
NO TFI,JEE];:I\II\I G?{ﬁl';{ gﬁ%ml\l H\II(]:I)IEIIE)?QTJ?XR SATUAN (Formulasi Pengukuran, Tipe DEFINISI OPERASIONAL
Pengukuran, Sumber Data)
1 | TUJUAN
1.1 | Meningkatkan Opini BPK Nilai Formulasi Pengukuran: Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Kemandirian Keuangan Atas Laporan Laporan keuangan pemerintah adalah penilaian atau pendapat yang
Daerah dan Tata Kelola Keuangan daerah yang disusun tepat diberikan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Daerah

waktu dan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah
Pemerintahan (SAP)

Tipe pengukuran :
Non Kumulatif

Sumber Data:
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).

Keuangan (BPK) Republik Indonesia
terkait kewajaran penyajian laporan
keuangan yang disusun oleh entitas
negara, seperti kementerian, lembaga,
atau pemerintah daerah.

Opini ini merupakan hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh
BPK untuk menentukan apakah
laporan keuangan tersebut sesuai
dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia atau
standar akuntansi pemerintahan,
serta mencerminkan kondisi
keuangan yang sebenarnya.




TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR

PENJELASAN

NO PERANGKAT DAERAH KINERJA SATUAN (Formulasi Pengukuran, Tipe DEFINISI OPERASIONAL
Pengukuran, Sumber Data)
Derajat Persen Formulasi Pengukuran: Rasio Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Otonomi antara Jumlah Pendapatan Asli | adalah ukuran yang menunjukkan
Fiskal Daerah Daerah (PAD Tahun n) dibagi kemampuan pemerintah daerah
Total Pendapatan Daerah dalam membiayai kebutuhan belanja
Tahun n x 100. dan menjalankan fungsi
. pemerintahan dengan mengandalkan
Tipe pengukuran : sumber-sumber pendapatan asli
Non Kumulatif daerah (PAD), dibandingkan dengan
Sumber Data: ketergantungan pada transfer dari
Badan Pengeloaan Keuangan pemerintah pusat.
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen
2 | SASARAN
2.1 | Meningkatnya Indeks Indeks Formulasi Pengukuran: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Pengukuran adalah ukuran kuantitatif yang
Daerah yang Efisien dan | Keuangan kualitaspengelolaan keuangan menggambarkan kualitas tata kelola
Akuntabel Daerah daerah berdasarkan kesesuaian | keuangan pemerintah daerah

perencanaan dan
penganggaran, pengalokasian
anggaran belanja, transparansi,
penyerapan anggaran, kondisi
keuangan daerah, serta opini
BPK atas LKPD.

Tipe pengukuran :
Non Kumulatif

Sumber Data:
Kementerian Dalam Negeri

berdasarkan standar pengelolaan
keuangan yang baik (good
governance), mencakup aspek
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban,
hingga pengawasan.




PENJELASAN

NO nggﬁg G?{iﬁ ]SDﬁSE?Qi?-IN H\II(]:I)IEII;)?QTJ?XR SATUAN (Formulasi Pengukuran, Tipe DEFINISI OPERASIONAL
Pengukuran, Sumber Data)
Rasio Pajak Persen Formulasi Pengukuran: Rasio Pajak Daerah terhadap Produk
Daerah Perbandingan antara realisasi Domestik Regional Bruto (PDRB)
terhadap Penerimaan Pajak Daerah tahun | adalah ukuran yang menunjukkan
Produk n dibagi Produk Domestik sejauh mana kemampuan pemerintah
Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas daerah dalam memungut pajak dari
Regional Dasar Harga Berlaku (ADHB) aktivitas ekonomi yang terjadi di
Bruto (PDRB) tahun n dikali 100 wilayahnya.
Tipe pengukuran : Rasio ini menggambarkan tingkat
Non Kumulatif kapasitas fiskal, kemandirian
penerimaan pajak, serta efektivitas
Sumber Data: pemungutan pajak daerah terhadap
Badan Pengeloaan Keuangan besaran ekonomi daerah. Rasio ini
dan Pendapatan Daerah mengukur proporsi nilai Pajak
Kabupaten Kebumen dan Badan | Daerah dibandingkan dengan total
Pusat Statistik. nilai Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dalam periode tertentu.
2.2 | Meningkatnya Tingkat Persen Formulasi Pengukuran: Tingkat Pertumbuhan Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah | Pertumbuhan Perbandingan antara realisasi Asli Daerah (PAD) adalah ukuran
yang berkualitas Pendapatan Penerimaan Pendapatan Asli kuantitatif yang menunjukkan

Asli Daerah
(PAD

Daerah (PAD) tahun n dikurangi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) n-
1 dibagi Realisasi PAD Tahun n-
1 dikali 100

Tipe pengukuran :
Non Kumulatif

perubahan atau peningkatan (growth)
kemampuan pemerintah daerah
dalam penerimaan pendapatan asli
daerah dari tahun ke tahun.




NO

TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR
KINERJA

SATUAN

PENJELASAN

(Formulasi Pengukuran, Tipe
Pengukuran, Sumber Data)

DEFINISI OPERASIONAL

Sumber Data:

Badan Pengeloaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Momor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (02B7) 381051,
Faksimile +G2287 384546, Laman www. bphipd kabumeankab.go.id,
FPos-al bpkpd@kebumeankak.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 000.8/00030 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUHKAN TIM PENYUSUN
EENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam
penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2023-2029, perlu membentuk Tim:
b. dalam huruf &, perlu menetapkan Keputusan
Inspekiur Daerah Kabupaten Kebumen tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20023 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288):

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



Lo,

11.

13,

13,

Nomor 104, Tambabant Lembaran MNegara Republik
Indenesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasinmal
Tahun 2005-2021 ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2007 Nomor 23, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 3011 tentang
Pembenntlian Feraturan Perundanp-undangan
(Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang WNomor 15 Tahuon 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentzng Pembentukapn  Peraturan
Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahui 2019 Nomor 183, Tambahan
lLembaran Negara Republk Indonesia Nomor 63538);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momaor 7,

Undang-Undang Normror 23 Tabhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indones=ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indeonesia Nomor 5557)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomar 11 Tehun 2020
tentang Cipta Kelja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573);
Undang-undang Nomor 1 Tahuzn 2022 tentang
Hubungen Keuangan Antara Pemerintoah Pusat dan
Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Mornor 4);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Fencana Pembangunan Jangka Mcnengah Masional
Tahun 2025-2020 [Lﬁ:mba_rm} Megara Repub]il{
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri WNomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daeragh, Tata Cara
Evaluazi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Hencana Pembangunan Janpka Menengah Daerah,
zerta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jengka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengeh Deerah, dan Rencana  Keljn
Pemenntah Daerah (Benita Negara Tahun 2017
Nomor 1312):

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 70 Tahun



14,

13.

i6.

17.

15.

19,

20,

21.

22,

23.

2019 tentanp Sistem Informasi Pemenntahan Daerah;
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 90 Tahutl
2014 tentang Kla=ifikasi, Kodefikasi, dan
MNumuenklatur Perenicanaan Pembanpunan dan
Kevangar Daeraly;

Peraturan Menteri Dalami Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tenmtang Pedoman Teknis Pengelolazn Kenangan
Daetah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemernntah  vang
Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah [Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23);

Feraturan Dmerah Kabupaten Hebumen Nomor 23

Tahun 2012 tentang Reéncana Tata Ruang Wilayah
Kebupaten Kebumen Tabun 2311-203] [Lembaran

Deerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Numor 23);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 itentang Pembentuken dan Susunan
Perangkat Daecrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Katupatenn  Kebumen — Nomor 127}
sebagaimana telzh beberspa kali diubah, teralthir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomeor 2 Tabun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Habupaten Kebumen MNomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranghat Daerah (Lembaran Daerah EKabupaten
Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lernbaran
Caerah Kabupaten Kebumen Nomor 211}

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen MNemor 3
Tahun 2620 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daecrah Kebupaten Kebumen Nomor 4
Tahun 2021  tentang  Siztem  Perencanaan
Pemmbangunen Daerah;:

Peraturann Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14
Tahun 2024 tentatyy Rencana Pembanpgunan Jangks
Panjang Deerah Kabupaten Kebumen Tahun 2035 -
2045,

Feraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2025 tentang Rencana Fembangunan Jangka
Menengah Dasrah Kahupaten Kebumen Tahun 2025-
2029 [Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2025 Nomor 7],

Feraturan Bupat Kebumen Nomor 120 Tehun 20231
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fung=i, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim
Penyusun dengan susunan keanggotaan scbagaimana
tercantum dalam Lampiran | keputusan ini.

Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada Dikium
KESATU mempunyai tugas sebagai berilout:

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;

b. menyusun dokumen Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 secsuai
tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan;

c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan
dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Dacrah Kabupaten
Kebumen Tahun 20235-2029.;

Dalam  melaksanakan  tugasnya, Tim  Penyusun
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu olch
Sekretariat Tim = dengan susunan  keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tangeal 2 Januari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Kenangan
~ .5 dan Pendapatan Daerah
#~ Kabupaten Kebumen

gl
il
I

_.I-II‘\.:"I:'F L]

* 21 Aden Andri Susilo



LAMPIEAN L

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR : 0008/ oa30 TAHUN 20235
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN
FENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
EEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN EEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUFPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO

JABATAN DALAM

JABATAN DALAM DINAS TIM KET

Kepala Badan Pengelolaan Keiua
Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen

Sekretaris Badan Pengelolaan SFekretaris
Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen

Ke¢pala Bidang Anggaran Badan Atggota
Pengelolzan Keuangan dail |
Pendapatan Daerah Kabupaten ]
Kebumen

Kepala Bidang Perbendaharaan Anggata
Badan Pengelolzan Keuangan
dan Pendapatan Dacrah !
Kabupaten Kebamen

Kepala Bidang Alnuntansi dan Angeota
Felaporan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Perencanaan dan Anpgola
Evalitasi Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Kepala Bideng Penagihan dan Anpggota
Pemerikzaan Pajak Daerah
Badan Petigelolaan Kevangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen




Kepala Bidang Pengelolaan Anggota

Barang Milik Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daecrah Kabupaten
Kebumen

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
1 wdan Pendapatan Daerah
: '_.::'-'*'f”l-’- ~Kabupaten Kebumen
a | r el ll'




LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KEABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR : 0008/ ooozo TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO

JABATAN DALAM DINAS

JABATAN DALAM

TIM o

Analis Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Kepala Subbagian Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen

S

Ketua

Dedy Prayogi, S.E.

Anggota

Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Anggota

Perencana Ahli Pertama pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen

Anggota Nurhayati, S.E.

Pranata Komputer (CJFT) pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Dacrah Kabupaten
Kebumen

Anggota Akhmad Nur

5.Kom

Kepala Badan Pengelolaan Keunangan

i dan Pendapatan Daerah

~ Kabupaten Kebumen

‘Aden Andn Susilo

Prasetya Ginanjar,




BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGHAT DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima
telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerash (BPKPD) Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para
pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN
| berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendenpar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPFKPD Kabupaten

Kebumen.
Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap maten

yvang dipaparkan scbagaimana tclah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum
Peranpleat Daerah, maka pada;

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Jam 0900 WIE
Tempat D Aula Akuntahilitas BFEKFD Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah BPEPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

MENYEPAKATI

Isu strategis (pelayanan] Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan
kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah BPKPD
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN II benta acara ni.

Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah
BPKFD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang disertal dengan target
dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III
berita acara ini.

Indikator kinerja Perangkat Dacsrah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
Rancangan Awal RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah BPKPFD Kabupaten
Kebumen Tahun 20253-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIREAN V
yvang merupaken satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada dictum
KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra
Perangkat Daerah BPFEPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Demilkian herita acara ina dibust dan disahban untuk diguna]:an sebagaimana

mestinya.

Kebumen, 20 Maret 2025
Kepala Peranghkat Daerah
~—gelaku pimpinan sidang
- % bhpaten Kebumen
)




Mewalkili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten

I{E'hu_nj.m
' Tanda
No. Nama Lembaga/ Instansi Jabatan / Alamat Tarigan
sy Ketua Komisi C
L Bﬂmmﬂ J Unsur Legialatif DPRD Kebumen
Unsur Perangkat E:Emdﬂ
2 i upaten
| il Daerah Kebumen
[nspektorat
5 | Zam R Unsur Perangkal | Kabupaten :
aer e :
Kecamatan
&, Uit Unsur Kecamatan Karangsambung h ":\\,_
3. Aoty ladakryL Unsur Masyarakat | Notaris/PPAT \)\i\

N

DELECASI BPKPD KABUPATEN KEBUMEN PADA MUSRENBANG EPJMD KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029

TANDA
NO., MNAMA INSTANSI ALAMAT TANGAN
o
Delegasi BPKPD Universitas =
1. Herrivsarhun Kabupaten Muhammadiyah \q\’(::\Lﬂ
S Kebumen Gombong B

/

1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311,
Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546,
Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

Kebumen, 19 Maret 2025

Nomor : 000/246 /2025
Sifat : Penting
Lampiran -

Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:
hari/tanggal : Kamis /20 Maret 2025

waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

tempat . Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen, Jalan Pahlawan Nomor 2
Kebumen

acara :  Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025-

2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

keterangan : Materi Dapat diakses melalui link https://bit.ly/materiforumBPKPD

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah

i Dorkinran: ini df oncatargoni

H .. .- S i T ik
-
Drs. Aden Andri Susilo, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197405291993031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



TUJUAN SURAT

No. Tujuan

1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan

3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

4, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
10. Camat Gombong

11. Camat Karangsambung

12. Camat Prembun

13. Universitas Putra Bangsa

14, Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan BPKPD Kabupaten Kebumen
15. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen Bapenda Prov Jateng
16. Notaris/PPAT Adimas Wahyu Widayat, S.H, M.Kn

17. Notaris/PPAT Evaristus Ratri Kartika, S.H

18. Ketua LSM Formasi

19. Kepala Desa Gemeksekti

20. Kepala Desa Lembupurwo

21. Trio Azana Style Hotel (Wajib Pajak Hotel)

22. PT. Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan Kebumen)

23. Hotel Candisari Kebumen

24, Universitas Muhammadiyah Gombong

25. Kepala Desa Lembupurwo Kec. Mirit

26. Kepala Desa Gemeksekti Kec. Kebumen




PEMERINTAH KABUPATENKEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2Kebumen, Kode Pos 54311 Telepon(0287) 381051,
Faksimile+62287 184546, Laman www.bpkpd. kebumenkab. go.id,
Pos.el bpkpd@kebumeankab_go id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal . Kamis, 20 Maret 2025

Waktu © Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat - Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen Jalan Pahlawan
Nomor 2 Kebumen

Acara - Forum Perangkat dasrah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun

2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

@® o NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahtawan Momeor 2 Kabumen, Koda Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Fakgimile +52207 304545, Laman www bpkpd. kebumenkab.go. i,

Pas-al bpkpd@kebumenkab.go.|d

Sidang/Rapat

HerifTanggal

Surat Undangan
Wakiu SidangFapat
ACAre

Pimpinan Sidang'Rapat
Ketua

Sakralaris

Pancatal

Pazarta SidangfRapat

Kegiatan Sidang/Rapat

Feorum Perangkat daerah datam rangka penyusunan Renstra
Tahun 2025- 2029 dan Rancana Kerja Tahun 2026 Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dagrah Kabupalen
Halblmen

Kamis, 20 Maret 2025

Q0246512025
Fukul 13.00 WIE s/ selesai

Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra
Tahun 2025 2020 dan Rancana Kerja Tahun 2028 Badan
Pengelolasn Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumean

Drs. Adan Andri Susilo, M3
Harls Setyawan, 5. Kom., M.5.E.
Dedy Prayag, 5.E.

1. Kepala Dinas Kesehalan, Pengendalian Pendudull dan
Keluarga Berencana;

Z. Kepala Omas Lingkungan Hidop, HKelautan, dan
Perikanan;

3. Terlampir

Per langgal 20 Maret 2025, terdapat 66 daza yang sudah
lunas FBE. BPEFD ¥atupaten Kebumen pada tahun 2025
imi mermliki pragram yngaulan bara yaitu peluncuran Kardy
Kradit Pamerntah Dacrah [(KKFD) dan Kanal podeast
“PakDe Berbicars®. Di Jawa Tengah sandii baru 3
kabupaten yang sudah menerapkan KKPD dan Kabupaten
Kebumen juga akan segera menerapkannya. Fodcas!
“Pak[le Berbicara®™ rencananya akan mengungggah padcas!
dengan tema THR dan lambaban SILTAP selelah bupati
melakukan konferensi pers. THR sendiri nanlinya akan
dibarikan kepada PNS, PAK, PZK, dan lanaga quisouncing.
Sementara tambahan SILTAP akan diberkan kepada
perangkat desa,

Tardapat B jenis pajak daerah Peada preyeksi pendapalan
pajak daerah Kabupalen Kebumen 2026-2030 yaitu PEB,
BPHTE, PEJT, pajak reklamsa, pajak air kanah, pajak MBLE,
opsen PKE, dan apzen BENKB. Selama lahun 2028-20:30
uniuk FPBE tidak terdaspat kenalkan NJOP, namuen akan
dilakukan perbaruan keadaan ch lapangan seperlitanah yang
semula kosong namun 5331 ini sudah terdapal bangunan di



alasnyd. Berkaitan dengan papak hobtel dan pajak hiburan,
perdl adanys kenmsama dengan berbagai pihak sebagai
upaya paningkatan kunjungan ke Kebumen, BPKPD
berharap melalnn Komisi © DPRD dapal mengundang
Samsat untuk melzkuken diskusi bersama agar target dapat
lercapai.

Dalam PRensim BPFEKPD disampaikan aganya usidan
patrecshan dinas menjadi 2 dinas, yailu Bapenda dan
BPEAD, di mana veulan Inl merupakan program dari bupati
dan wakil bupati periode sebslumnya. Usulan ini sudan
tisarmpakan kepada bupati dan wakil bupati tarpllh s2:t ni,
rarmun balum ada diskusi lekib lanjut Selsin ite terdapat pula
usulan geduny baru yang rancata akan digunzkan untuk
menyimpan  kendaraanrkendaraan  yang  sodah  hdak
terpakai. BPKPD  dalam  renstra  juga  mengajukan
pembangunan ruang rapal di lantal 2 untuk kantor Jalan
Irelrakila.

Kewa Komisi © DPRD Kabupaten Kebuman dalam
sambutannya menyampaikan bahwa kontribusi pendapatan
daerah mazih kecil sekali bahkar beium mencapai 200 yang
artinya Kabupalen Kebuman masih hergantung pads
suiber-sumber pendapatan dari pusat i sisl  l@in,
kemampuan kauangan daersh kKita selalu dalam posisi tinggi
dan kita harus terus berlpaya rmenjaga kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Kabumen letap dalam posisi
tersebut. Ferlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak
untuk mencan solusi kerbaik agar dapat menertukan serta
memarfaatkan pendapatan dasrah yang dapat digunekan
sebagai medat kera pembangunan Kebumean.

SESI DISKUSE
1. Universitas Muhammadiyah Gombong

& Berdasarkan paparan yang disampakan, mengapa
rencana anggaran untuk rapat keordinasi banyak
sekali?

b. Sebelumnya dizampaikan batwa tidak ada kenakan
MJOF, namun beberapa tahun kemarin  leqjadi
kenaikan NJOP sekitar 300%.

c. Berkaitan dehgan  sertifikasi  tanah  memang
menguntungkan masyarakat karena prosesnya gratis,
marmun di gisi lain juga pajaknya menjadi lebih mahal.

d. Barang bekas kendsraan yang nilai ekonomishya
sudah 0, apakah tidak blsa dibual berta acara untulk
pemusnahan atau diserahkan ke sekolah seperti SME
untuk bahan apare

e. Apakah tidak ada biaya permehbharaan kendaraan®

Tanggapah

a. Sifat dari rapat kogedinasi ini yaitu manyelenggarakan
dan menghadiri undangan. BPEPD sandin bebib
baryak mendghiadiri LUndangan daripacia
manyalanggaran rapat koardinasi. Selain itu, di datam



eub kepiatar rapat koordinasi terdapat rekening
perjalanan dinas, makan minum rapat, dan Lain-lain.
Kam berusahe mengupayakan rapal secara onrling,
namun tardapat babarapa yang memang hans
dilakukan secara talap muka sepedi  rapet
rakonsiliagi, rapat pemmasalaban barang millk dagrah,
dan |ain sabagaimya.

b Kenaikan NJOP dapat dilakukan secara parsial dan
masgal, Kenakan NJOF secara massal terjadi 1 kali
zetiap 3 tabun Kenaikah parssal ternyata manakala
terdapat perbanuan seperi dan latah kosang menjadi
bangunan atay perbardan lainnya. Kenaikan sebesar
J00% tersebut kemungkitan merupakan kenaikan
secara parsial

¢. Sertifikasi tanah secara gratis dilakukan melalui
program FTEL. Dalam pelaksangannya jega hards
mangundang desa dan panitia pengekuran tanah,

d. Earang milik daerah ketika sudah tldak digunakan
untuk menunjang keoislan akan dilgkukan panikaian
lerhadap barang lersebut. Barang yang masin
memiliki nilai  ekonomis  dapat  dijual  kembali.
Pambenian kendaraan bekas ke sekolah seperti SMK
dilakukan sacara seleklif, karena keswanangan untuk
SMASSMK ada di previesi, Namun sebelumnya sudah
ada permintaan kendaraan bekas dan SMY  di
Kabupaten Kebumen dan sudah didiswlbusikan ke
sekolah yang bessangkulan.

€ GSetiap tahum  selaly  ada angoaran  unbok
pemeliharaan kendaraan dinas.

2. Kecamatan Karangsambung

a. Capaian PEB Kecamatan Karangsamsbung tidak
pemat 100%. Hal ini karena beberapa kasus yang
lerfadi di lagangan seperdi wajib pajak  sudah
membayar PBE malalll perangkat desa, namun
ternyata  uang lersebut justru  digunakan  untuk
kepenlingan  prbadi  tedebkih  dahull. Kami
menyarankan unluk adanya pambayaran dengan
ratade laln serta edukasi kepada masyarakat berkadt
hal terscbut.

b Apakah memungkinkan apabila ketamatan juga
menerima insentif PRE?

¢. Kecamalan Karangsambung memiliki 2 bangunan
bekas kanlgr Kecamatan Karangsamkwng dan bekas
rumah dinas camat, Kedua bangunan inl terletek di
posisi yang strategis dan saat ini Pemernintah Cess
Karangsambung lengah memitla agar bangunar
targmbut dihibahkan kepada desa, Mohon ontuk
ditindaklanjuh apakah akan dihibahkan kepeda dess
atau akan drkelola cleh pemmnnlab daerah.



f Selan oy, o Kecamatan Karangsambung |uga
terdapal tanabh  kosong yang luas, Sebelumnya
terdengar adanya rencana pembangunan tarminal o
tarnah tersebul, namun hingga kini belum tedaksana,
Beberapa wakiu yang lalu, Pemerntah Kacamatan
Karmngsambung  mengusulkan  kepada Dinas
Kesahatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen untuk dibangun
tamah sakll tpe D dl tanab tersebat. Hal i
dikargnakan aksas masyarakat Kabumean bagian
gtara menuju Ffaskes rujekan yang  berlokasi ch
Kesamatan Kebumen, Kecamatan Sruweng, dan
Kecamatan Gombong cukup jauh.

Tanggapan
2. Melode pembayaran PBE sudah tercantum dalam

SPPT. BPKPD tidak pernah memerintahkan untuk
membayar kepada perangkal desa, Kareta perangkat
hanya bertugas menyampaikan SPPT kepada wajlb
pajak. BPKPD |uga bekerjs sama dengan Bumdes
unbuk pembayaran PBB agar lebh memudahkan
masyarakat BPKPD pemah mengadakan lomba
konten edukasi pembayaran PBB sebagai salah satu
€ar3 menyampaikan metode pembavaran PEE
kapada masyarakal,

b. Inzentif PEB untuk kecamatan akan coba untuk dikaji
karena sebenarnya yang berhak menenma insentif
FBB adalah OPD pengampunysa. BPEFD akan
menceba berkoordinasi dengan dinas-dinas yang
membaniu separti inspekiorat apakah dapal diberikan
ingentif atau penghargaan dalam bentuk lainnya
kepada phak-pihek yang secars tidak langeung
membanty  dalam pemungulan FEE sepedi
kecarmatan Sebelummya lalah dibenkan
penghargaat dalam bentuk stimulan BEA.

G. Bangunan bekas rumah dings camat di Kecamatan
karanganyar tidak akan diserankan hepada desa
karena regulasinya yang bodak memungkinakan.
BPKPD bekerjasama dengan FT Anaka Usaha
Kebumen Jaya (Parsaroda) dalam upaya rencang
pemarfaatannya. Bangunan tersebul rencananya
akan digungkan sebagai  penginapan  melihat
kunjungan ke Gecpark cukup tinggi. Begitu pula
dengan  bangunan bekas  kantor  keczmatan
Karandgsatmiturg yang diminta oleh degsa sampingnya,
bangunan tersebut tetap dikeldla gleh pemerintah
dacrab dan nantinya akan dipaparkan vkeh Dinas
Fariwizata dan Kebudayaan Kabupalon scbagai
lokasi pengembangan Gaopark,



d. Berkailan dengan tanah kosong terssbut, hingga saat
ini masih ada permasalahan. Panitia pembelian
kurang cermat saat pembelian dan baru diketahui
setelahnya jika terdapat 2 serlifikat dari 8 sedifikat hak
millk yang tidak dapat dilakukan splitsing. Hal in
dikarenakan terdapat 1 serdifikat yang ternyata sudah
dijualbelikan sebelum dibeli oleh pemerintah dasrah.
Usulan untuk pembangunan rumah sakit fipe D di atas
tanah tersebul merupakan usul yang bagus. Usul ini
akan kami sampaikan kepada pihak-plhak vang
berkaitan,

Analis Perencanaan Evaluasi dan
Felapttan

|

Dredy Frayogi, S.E.
NIP 19880427 201101 1 005
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